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WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota
Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 172);

MEMUTUSKAN ......
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Parepare.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Instansi ......
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Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga
pemerintah non kementerian, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah  Daerah, dan Badan Hukum  Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat
penugasan khusus pemerintah.

Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang
berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan,
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NPOP adalah nilai perolehan atas bumi dan bangunan
yang mendasarkan pada nilai transaksi atau nilai pasar
atau nilai jual objek Pajak yang dijadikan sebagai dasar
penghitungan BPHTB.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang
selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai
pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB
terutang.

Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan
hukum dari pihak yang berhak kepada negara.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat
PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah
pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya
untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta
PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

27. Pajak . ..
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama
kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen
yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan
Pajak  kepada  Wajib Pajak serta  pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2 yang
selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang
digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
melaporkan data rinci objek pajak PBB-P2.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

39. Surat . ..
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Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Kode Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan
melalui sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran
yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung
seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Wali Kota.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

50. Surat . ..
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Surat Keputusan Pengurangan adalah surat keputusan
atas pengurangan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,
atau SKPDKBT yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian Tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan
Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana Tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan
penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

61. Kertas . ..
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. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP

adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh
Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang
ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan
yang  diambil sehubungan dengan = pelaksanaan
Pemeriksaan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan
untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan
pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya,
dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali
Kota, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan
memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian
PBB-P2.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya
komponen utama, biaya komponen material, dan biaya
komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan
bangunan.

Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan
bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/
penggunaannya.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk
sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu
secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur
standar, yang disebut Computer Assisted Valuation
dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal.

Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak
kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua
karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan
penilaian.

72. Nilai . . .
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Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR
adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai
tanah dalam suatu zona nilai tanah.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah
zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak
yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh
batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan
wilayah administrasi pemerintahan kelurahan tanpa
terikat pada batas blok.

Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi
dan/atau pemerintah Daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Badan Keuangan
Daerah atau nama lainnya yang membidangi pengelolaan
pajak Daerah.

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan
secara langsung di lapangan yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi yang akurat mengenai
proses pemungutan, efektivitas sistem, kepatuhan wajib
pajak, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan
pajak.

Berita Acara Penelitian Lapangan adalah berita acara yang
menyatakan telah melakukan Penelitian Lapangan terkait
ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak di Daerah sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya di Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota,
yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk
melaksanakan Pemeriksaan.

Jurusita Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Jurusita
Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak Daerah
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang
pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah untuk memberikan peringatan kepada
Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.

Utang Pajak adalah kewajiban pembayaran pajak yang
belum dipenuhi oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah
Daerah.

85. Putusan . . .
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Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

E-BPHTB adalah adalah sistem pengelolaan pemungutan
BPHTB berbasis elektronik yang terdiri atas administrasi
pelayanan, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP,
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat Pemerintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

BAB II
JENIS PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.
b.
C.

SR th 0 Q.

PBB-P2;
BPHTB;
PBJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;

3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan;
Pajak Reklame;

PAT;

Pajak MBLB;
Pajak Sarang Burung Walet;

Opsen PKB;

dan

Opsen BBNKB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut
berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame; dan

c. PAT;

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

a. BPHTB;

b. PBJT atas;
1. makanan dan/atau minuman;

2. tenaga . . .



(1)

(3)

(4)
(9)
(6)
(7)

(8)
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2. tenaga listrik;

3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan;
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III
NPWPD dan NOPD

Pasal 4
Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mendaftarkan
diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Wali Kota melalui Perangkat
Daerah dengan menggunakan:

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Wali kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c; dan

b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Wali Kota melalui
Perangkat Daerah.

Atas dasar Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan 1 (satu) NPWPD kepada
Wajib Pajak yang berlaku untuk seluruh objek Pajak.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Perangkat Daerah dapat menerbitkan NOPD untuk setiap objek Pajak.

Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan identitas Objek Pajak
sebagai bentuk turunan dari NOPD.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan
NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

BAB IV
PENONAKTIFAN ATAU PENGHAPUSAN

Pasal 5
Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan baik secara jabatan atau atas
dasar permohonan Wajib Pajak apabila tidak lagi memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif.

(2) Dalam . . .



(2)

(3)

(4)

()
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Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan,

permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,

NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan terlebih

dahulu dilakukan Pemeriksaan.

Penonaktifan atau penghapusan NOPD dan/atau jenis penomoran lain

yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak;

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan kembali; dan

c. tidak dalam sengketa hukum.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tata cara pemungutan PBB-P2, meliputi:

S0 00 o

R

(1)
(2)

(3)

(4)

. pendaftaran dan pendataan;

. penilaian;

. penetapan;

. penerbitan dan penyampaian tagihan;
. pembayaran dan penyetoran;

pengurangan, pembebasan, pembetulan, mutasi sebagian atau
seluruhnya; dan

. penghapusan atas pokok dan/atau sanksi administratif.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 7
Kepala Perangkat Daerah melakukan pendaftaran objek dan subjek
PBB-P2 dengan menggunakan SPOP.
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak.
SPOP yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak dan/atau Kuasanya.
Dalam hal yang menjadi Objek Pajak yaitu Badan, maka yang
menandatangani SPOP yaitu direksi atau kuasanya.

(5) Dalam . . .



(9)

(6)

(2)

(3)

(4)

(1)
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Dalam hal SPOP ditandatangi oleh kuasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) kuasa melampirkan surat kuasa dari Subjek
Pajak.

Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 8
Pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara:

a. pendaftaran pasif; dan
b. pendaftaran aktif.
Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek
dan subjek PBB-P2 oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP.

Pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Kepala
Perangkat Daerah yang ditunjuk dengan cara melakukan validasi data
objek Pajak dan Subjek Pajak.

Dalam hal pelaksanaan pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau
Pihak Ketiga.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 9
Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan
Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan
data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis
objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh

Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

(3) Dalam hal pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada

(1)
(2)

(3)

ayat (2) dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak
ketiga.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 10
Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses
penilaian PBB-P2.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. massal; dan
b. individual.

(4) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dilakukan dengan penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek
Pajak pada saat tertentu secara bersamaan menggunakan suatu
prosedur standar, yang terkomputerisasi.

() Penilaian . . .
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(5) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan terhadap objek Pajak kriteria tertentu dengan cara
memperhitungkan semua karakteristik objek Pajak yang disusun
dalam laporan penilaian.

(6) Penilaian Massal dan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) untuk menentukan NJOP Bumi dilakukan
dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.

(7) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari harga rata-
rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan
penyesuaian.

(8) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan
menjadi:
a. NJOP Bumi;
b. NJOP Bangunan objek Pajak umum; dan/ atau
c. NJOP Bangunan objek Pajak khusus.

(9) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b
merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan
keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c
merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau
keberadaannya memiliki arti yang khusus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a
merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang
dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.

(2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi
NJOP Bumi.

(3) Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
(1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas
bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

(2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke
dalam klasifikasi NJOP.

(3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (8) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal
dan/atau Penilaian Individual.

(4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (8) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.

(5) Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan dengan menyusun
DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.

(2) Jenis . . .



(2)

(1)

(2)

(3)
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Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 14

Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan objek pajak

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan NJOP

bangunan objek pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:

a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;

b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan
penyusutan; atau

c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan
Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan
biaya operasi.

Penilaian Individual untuk NJOP Bangunan Objek Pajak Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penilaian

Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai

Publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 15

Wali Kota menetapkan besaran NJOP PBB-P2 setiap 3 (tiga) tahun, kecuali
untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan
SPOP dengan menggunakan SPPT.

Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara massal.

Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran selama S (lima)
tahun berturut-turut, tidak ditetapkan PBB-P2 secara massal.

Dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran untuk PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah dapat
kembali menetapkan PBB-P2 tahun berjalan.

Bagian Kelima
Penerbitan dan Penyampaian Tagihan

Paragraf 1
Penerbitan

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk menerbitkan:
a. SPPT;

b. SKPD; dan

c. STPD.

SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan
berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/atau
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) SKPD . . .



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

()

(6)
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SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan

dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur tertulis oleh
Kepala Perangkat Daerah; dan

b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2
yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diterbitkan
apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran ditambah sanksi administratif 1% (satu persen)
setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Wali Kota ini.

Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran XII huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Penyampaian

Pasal 18

SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak secara fisik dan/atau melalui
elektronik.

Penyampaian secara fisik sebagaimana pada ayat (1) dapat melalui
unsur Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

SPPT yang telah dicetak dapat diperoleh ditempat yang ditentukan.
SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Bagian Keenam
Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 19
Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
terutang dan diberikan tanda bukti berupa SSPD, STTS atau
dokumen /bukti lain yang dipersamakan.

Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik/non tunai.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran
atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
pada tempat pembayaran yang telah disediakan.

Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.
(7) Dalam . .
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9
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Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila
dilakukan kliring dan tercatat pada RKUD.

Penyetoran ke RKUD atas pembayaran PBB-P2 dilakukan dalam
jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau
disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Format SSPD untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20
Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang paling
lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, surat
keputusan keberatan dan putusan banding; dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal
dikirimnya dokumen baik secara fisik dan/atau elektronik.

Bagian Ketujuh

Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan, mutasi sebagian atau seluruhnya

(1)

(3)

(4)

(9)

dan Penghapusan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif

Pasal 21
Atas permohonan dan/atau karena jabatan, maka Wali Kota atau
Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan:
a. pengurangan;
b. pembebasan;
c. pembetulan atau pembatalan;
d. mutasi sebagian atau seluruhnya; dan
e. penghapusan.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi
administratif PBB-P2 pada SPPT, STPD dan SKPD.

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan terhadap SSPD, SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan terhadap sanksi administratif PBB-P2 berupa denda,
dan/atau kenaikan yang dikenakan.

Paragraf . . .
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Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 22
Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pengurangan atas
SPPT, SKPD atau STPD.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Surat Keputusan Pengurangan.

Dalam hal pengurangan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan
melakukan penelitian.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak.

Pasal 23

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan
kepada Wajib Pajak dalam hal:

a.

kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek
Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya:
1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

a) objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya
diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2
yang terutang;

b) objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/peternakan
yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang
pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan,
sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi
diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima
persen);

d) objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-
P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75%
(tujuh puluh lima persen);

e) objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
per meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan  diberikan
pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
atau

f) objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang memiliki
Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan
sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya
diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Objek . . .



b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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2. Objek Pajak yang wajib pajaknya yaitu Wajib Pajak Badan
termasuk di dalamnya Perusahaan, Yayasan, Satuan Pendidikan
Swasta dan yang sejenis, yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat
memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling
tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan objek
Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100%
(seratus persen), meliputi:

1. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, wabah
penyakit tanaman, wabah hama tanaman, huru-hara dan/atau
kerusuhan; atau

2. Objek Pajak yang dikuasai negara sebagai barang bukti yang
disegel atau disita.

mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
kebijakan Daerah.

Pasal 24
Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dapat diajukan secara:

a. perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang dalam SPPT, SKPD dan
STPD; dan

b. kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD.

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan
yang jelas atau mengisi formulir permohonan pengurangan yang
telah disediakan;

diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan

™0 Ao

melampirkan surat keterangan pendukung dari
Kelurahan/Kecamatan.

Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan satu permohonan diajukan
untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan melampirkan syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Format permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25
Pengurangan diajukan paling lama dalam jangka waktu:

a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan SPPT;
b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan SKPD;
c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam,;

d. 3 (tiga) . . .
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d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang
luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya; atau

e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bukti penyitaan objek pajak
oleh aparat penegak hukum.

(2) Pengurangan tidak dapat diajukan apabila:
a. sedang diajukan keberatan atas SPPT atau STPD; atau
b. surat keputusan keberatan sedang diajukan banding.

(3) SPPT/SKPD yang telah diajukan pengurangan tidak dapat diajukan
kembali.

(4) Format pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud

ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 26
(1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan dan/atau karena jabatan
dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat
Daerah menindaklanjuti dengan melakukan penelitian.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak
dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

(4) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan diterima.

(6) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi
keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(7) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) oleh perorangan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD.

b. diajukan . . .
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b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan
yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang
telah disediakan;.

diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan

™0 Ao

melampirkan surat keterangan pendukung dari Kelurahan/
Kecamatan.

(8) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) secara kolektif dilakukan dengan satu permohonan diajukan
untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan melampirkan syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (7).

(9) Format permohonan pembetulan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana

(10)

(1)
(2)

(3)

(4)

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Format permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Mutasi Sebagian atau Seluruhnya

Pasal 27
Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB-P2.
Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2, meliputi:
Surat permohonan mutasi;
Bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
Bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
Mengisi SPOP dan LSPOP;
Foto copy SSPD BPHTB;
Foto copy indentitas kepemilikan KTP;
foto copy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah
(sertifikat/AJB/rinci/dokumen lain yang sejenis);
surat pengantar dari Lurah; dan
i. surat kuasa apabila dikuasakan.
Penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB-P2
melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam Berita Acara
melalui proses pemuthairan data giografis/bidang.
Format permohonan mutasi sebagian atau seluruhnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

‘T Rme Qa0 TR

Paragraf 4
Penghapusan
Pasal 28

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e
diberikan terhadap sanksi administratif berupa denda sebesar 1%
(satu persen).

(2) Permohonan . . .



(2)

(3)

(4)

(5)

(7)
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Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang
mengalami kesulitan likuiditas.

Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan secara perseorangan.

Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk setiap 1 (satu)
SPPT/SKPD/STPD;

b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;

c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
menyampaikan alasan yang jelas;

d. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan
ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;

e. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan sanksi
administratif;

f. tidak memiliki tunggakan tahun sebelumnya dan belum
kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;

g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok
pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administratif.

Keputusan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau

menolak.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada
hasil penelitian.

Format permohonan penghapusan sebagimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif pada objek pajak yang sama tidak dapat
diajukan kembali.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

Pasal 31

Tata cara pemungutan Pajak Reklame, meliputi:

a. pendaftaran dan pendataan;

b. penetapan pajak terutang;

c. pembayaran;

d. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran;

€.

dan
pembetulan atau pembatalan.

Bagian . ..



(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(1)
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Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 32
Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri kepada pejabat yang
ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

Wajib Pajak Reklame yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat
pendaftaran objek Pajak.

Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Pajak Reklame atau Kuasanya.

Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa
pajak 1 (satu) tahun kalender berupa reklame
papan/billboard /videotron/megatron, dan reklame berjalan harus
disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat
Daerah paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal
pemasangan Reklame.

Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame insidentil dengan
masa Pajak Mingguan 7 (tujuh) hari kalender meliputi reklame
kain/cover, baliho/nama lainnya, reklame melekat/stiker, reklame
selebaran, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide, dan
reklame peragaan harus disampaikan kepada pejabat yang
ditunjukoleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) hari
kalender sebelum tanggal pemasangan Reklame.

Dalam hal surat pendaftaran objek Pajak tidak disampaikan kepada
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) akan diterbitkan SKPD secara
jabatan.

Jika Wajib Pajak Reklame tidak mendaftarkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, maka dilakukan pemanggilan terhadap Wajib
Pajak dalam rangka melakukan konfirmasi.

Jika masa pemasangan reklame telah selesai dan telah melewati paling
lama 15 (lima belas) hari kalender untuk jenis reklame permanen, dan
1 (satu) hari kalender untuk jenis reklame insedentil, masih terpasang
tetapi belum didaftarkan kembali atau telah jatuh tempo, maka akan
ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan pemeriksaan.

Format Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI huruf A yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 33

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak
Reklame dan Objek Pajak Reklame.

(2) Pendataan . . .



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
administrasi perpajakan Daerah meliputi:

a. memperoleh data dan informasi;

b. melengkapi data dan informasi; dan

c. melakukan penatausahaan.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi
geografis Objek Pajak Reklame.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama
dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak Terutang

Paragraf 1
Umum

Pasal 34
Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak Reklame terutang
berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), dapat diterbitkan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak Reklame
terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki
oleh Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah Pajak Reklame yang terutang lebih besar dari jumlah
Pajak Reklame yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek
pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan Pajak Reklame terutang
dengan menggunakan SKPDKB.

Pajak Reklame terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima)
tahun sejak terutangnya Pajak.

Penetapan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Ketetapan Pajak

Pasal 35

Apabila Reklame dipasang dalam satu bidang yang warna bidang itu
merupakan identitas suatu produk, Pajak Reklame dihitung dari
keseluruhan luas bidang tersebut.

Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung
dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf
yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal,
membentuk bidang persegi.

(3) Reklame . . .



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
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Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya
luasnya dihitung sesuai dengan rumus luas bidang.

Reklame yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum
yang diluar bangunan dengan ukurannya melebihi 0,50 m? (nol koma
lima puluh meter persegi), Pajak dihitung sesuai luas Reklame
tersebut.

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang diluar bangunan
dengan ukurannya kurang dari 0,50 m? (nol koma lima puluh meter
persegi), maka dikategorikan sebagai objek yang dikecualikan
pengenaan objek Pajak Reklame.

Jika suatu Reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan
dalam dua jenis reklame dan menurut lokasi dapat digolongkan dalam
dua kawasan dan kelas jalan maka Pajak dihitung berdasarkan nilai
sewa reklame yang paling tinggi.

Reklame permanen dengan ukuran luas minimal 15 m? (lima belas
meter persegi) / objek , yang durasi penyelenggaraannya dibawah satu
tahun, pengenaan Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen) untuk setiap bulannya dari perhitungan 1 tahun masa Pajak
Reklame.

Perhitungan penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), minimal diselenggarakan selama satu bulan
kalender, dengan sistem perhitungan masa Pajak bulanan atau 1
(satu) bulan kalender.

Bagian Keempat
Pembayaran

Pasal 36
Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.

Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
Reklame yang terutang dengan menggunakan kode bayar yang
terdapat pada SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke RKUD
atau tempat pembayaran yang ditentukan.

Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik/non tunai.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dapat dilakukan
melalui pembayaran tunai.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila
dilakukan kliring dan tercatat pada RKUD.

Penyetoran ke RKUD atas pembayaran Pajak Reklame dilakukan
dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang adalah 1 (satu)
bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.

Dalam hal penyelenggaraan Reklame secara insidentil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran
sebelum pemasangan Reklame.

(9) Dalam . . .



(9)

(10)
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Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan
ditagih dengan menggunakan STPD.

Format SSPD Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

Pasal 37
Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak Reklame atau
karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan danpenundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi
Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Reklame dan/atau
Objek Pajak Reklame.

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan
yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;

c. diajukan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui
Kepala Perangkat Daerah;

d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;

e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak.

Kondisi Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau
tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame.

Kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas
Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus
melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.

Kondisi Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-
hara, dan/atau kerusuhan.

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya SKPD atau STPD.

Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan yang didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling
lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui,
maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.

(9) Keputusan . . .



(9)
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Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak.

(10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan,

(1)

(5)

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat
diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 38
Kepala Perangkat Daerah atas permohonan dan/atau karena jabatan
dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak
Reklame dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang
diperlukan.

Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan diterima.

(6) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi

(7)

keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan sebagai berikut:

a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang
jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan atau
pembatalan yang telah disediakan;

diajukan kepada Wali Kotamelalui Kepala Perangkat Daerah;
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

Moo a0

BAB . ..
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BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Tata cara pemungutan Pajak PAT, meliputi:

a.

b.
c.
d

(9)

(10)

pendaftaran dan pendataan;

penetapan pajak terutang;

pembayaran;

keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran;
dan

pembetulan atau pembatalan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 40
Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui
Kepala Perangkat Daerah.

Wajib Pajak PAT wajib melakukan pemasangan meteran air, untuk
mengukur volume pengambilan air.

Wajib Pajak PAT yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat
pendaftaran objek Pajak.

Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau Kuasanya.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya objek Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dilakukan pemanggilan
terhadap Wajib Pajak.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka
melakukan sosialisasi dan konfirmasi.

Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat didaftar, dikukuhkan sebagai wajib
pajak dan diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pendaftaran, Pengukuhan dan Penerbitan SKPD secara jabatan
didahului dengan Pemeriksaan.

Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf . . .
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(1)

(2)

(3)

(4)
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(2)

(3)

(4)
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Paragraf 2
Pendataan

Pasal 41

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak
PAT dan objek Pajak PAT.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
administrasi perpajakan Daerah untuk:

a. memperoleh data dan informasi;
b. melengkapi data dan informasi; dan
c. melakukan penatausahaan.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi
geografis Objek Pajak PAT.

Pendataan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama
dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak

Pasal 42

Kepala Perangkat Daerah menetapkan PAT terutang berdasarkan
surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah PAT yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang
dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang
disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat ditetapkan secara jabatan PAT terutang dengan menggunakan
SKPDKB.

PAT terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya
Pajak.

Format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Pembayaran

Pasal 43
Pemungutan PAT dilarang diborongkan.

Wajib Pajak PAT membayar PAT terutang menggunakan kode bayar
atau dokumen lain yang dipersamakan ke RKUD atau tempat
pembayaran yang ditentukan.

Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan SSPD.

Pembayaran atau penyetoran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non
tunai.

(5) Dalam . .



(5)

(6)

(8)

(9)
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Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pembayaran
atau penyetoran PAT dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring
dan tercatat pada RKUD.

Penyetoran ke RKUD atas pembayaran PAT dilakukan dalam jangka
waktu 1 (satu) hari kerja.

Jatuh tempo pembayaran PAT terutang adalah 1 (satu) bulan sejak
tanggal pengiriman SKPD.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan
ditagih dengan menggunakan STPD.

Format SSPD PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

(1)

(2)

Pasal 44

Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak PAT atau
karena jabatan dapat memberikan Pemberian keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
PAT dan/atau Objek Pajak PAT.

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan
yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;

o

diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;

d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa
bermaterai; dan

e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak .

Kondisi Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas
Wajib Pajak PAT.

(4) Kemampuan . . .
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Kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak PAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui
penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.

Kondisi Objek Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara,
dan/atau kerusuhan.

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya SKPD atau STPD.

Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak diterimanya surat permohonan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak.

SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat
diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 45
Kepala Perangkat Daerah atas permohonan dan/atau karena jabatan
dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan
Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat
Daerah menindaklanjuti dengan melakukan penelitian.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terhadap Wajib Pajak PAT dapat dimintai data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan.

Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan diterima.

Keputusan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan . . .
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C.
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mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau

membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

menolak permohonan Wajib Pajak.

Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan sebagai
berikut:

a.
b.

satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan
yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang
telah disediakan;

diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
dan

melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 46

Tata cara pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Tata cara pemungutan BPHTB, meliputi:

mome Qoo

dasar pengenaan pajak;

pembayaran;

pelaporan;

penelitian;

pengurangan, pembetulan, dan pembatalan; dan
pembebasan BPHTB bagi MBR

tata cara pengembalian pembayaran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 48

(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu NPOP.

(2) NPOP . . .
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NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk:

1. tukar menukar;

2. hibah;

3. hibah wasiat;

4. waris;

5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;

6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari

pelepasan hak;

9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;

10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; dan

13. hadiah.
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk

penunjukan pembeli dalam lelang.
Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau
lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-

P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai
yaitu NJOP PBB-P2.

Pasal 49

NPOPTKP merupakan nilai pengurang NPOP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 sebelum dikenakan tarif BPHTB.

Besaran NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perolehan hak
karena waris atau hibah wasiat; atau

b. Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Perolehan Hak
selain waris atau hibah wasiat.

Perolehan hak waris atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas (ayah atau ibu) atau satu derajat ke bawah
(anak), termasuk suami/istri.

Besaran NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan 1 (satu) kali untuk wajib pajak dengan Nomor Induk
Kependudukan yang sama atas perolehan hak sekali seumur hidup.

Pasal 50

Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah
dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan
jual beli untuk jual beli;

b. pada .. ..



(2)

(1)
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b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-
menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima
waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang
pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan

perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat

ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 51

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh NPOPTKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan BPHTB.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

Tata cara pembayaran BPHTB, meliputi:

a.
b.
c.

pengisian SSPD;
pembayaran dengan kode bayar; dan
tempat dan bukti pembayaran.

Paragraf 2
Pengisian SSPD

Pasal 53

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB yang terutang dengan
menggunakan SSPD BPHTB.

SSPD BPHTB ditandatangani oleh Notaris/PPAT/PPATS dan/atau
Wajib Pajak.

(3) Dalam . .
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Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
berdasarkan program pemerintah SSPD BPHTB dicetak dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Pembayaran dengan kode bayar

Pasal 54
Pembayaran BPHTB dilakukan sekaligus atau lunas.

Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran
atau penyetoran BPHTB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
pada tempat pembayaran yang telah disediakan.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila
dilakukan kliring dan tercatat pada RKUD.

Pembayaran BPHTB dilakukan melalui tempat pembayaran yang
ditentukan dengan menggunakan kode bayar yang tercantum pada
SSPD.

Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku pada tahun
berjalan.

Dalam hal kode bayar tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), maka SSPD BPHTB dicetak ulang oleh Notaris/PPAT atau
Wajib Pajak melalui Loket Layanan BPHTB atau e-BPHTB dan
dilakukan pembayaran dengan kode bayar yang baru.

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang
terutang dan diberikan tanda bukti berupa SSPD.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disahkan dengan cap
dan paraf petugas yang berwenang disertai tanggal pembayaran pada
SSPD.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Wajib Pajak dan/atau kuasanya.

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Pasal 55

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian jual beli
sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah
BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang maka Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
BPHTB.

Dalam hal terjadi perubahan perjanjian jual beli sebelum
ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB
kurang dibayar maka Wajib Pajak melakukan pelunasan kekurangan
pembayaran paling lambat pada saat penandatanganan akta jual
beli.

(3) Pembayaran . . .
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Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 56

Dalam hal untuk melakukan pelaporan Notaris atau PPAT sesuai
kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau
akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota melalui
Kepala Perangkat Daerah.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat
di sampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui e-
BPHTB.

Dalam hal Notaris atau PPAT melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Wajib Pajak melaporkan SSPD secara manual dan atau melalui online
melalui e-BPHTB.

Pelaporan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dasar melakukan penelitian.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan,
dengan ketentuan:

a. mengisi formulir pelaporan;
b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi KTP pemohon;

2. surat kuasa khusus bermaterai cukup dalam hal dikuasakan
disertai fotokopi identitas para pihak;

3. fotokopi akta, risalah lelang, keputusan pemberian hak,
dan/atau dokumen lain sesuai perolehan hak;

4. fotokopi SPPT PBB-P2, SSPD PBB-P2 tahun berjalan dan Surat
Keterangan Lunas PBB-P2 selama 5 (lima) tahun;

5. fotokopi NPWP bagi Wajib Pajak Badan;
foto objek Pajak; dan
7. dokumen lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

o

Bagian Kelima
Penelitian

Pasal 58

Penelitian BPHTB merupakan penelitian terhadap SSPD yang
dilaporkan.

(2) Tata . . .
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Tata cara Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. penelitian di tempat: dan

b. penelitian lapangan.

Paragraf 1
Penelitian Di Tempat

Pasal 59

Penelitian di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
huruf a, meliputi:

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan
NOPD yang tercantum dalam SPPT atau pada basis data PBB-P2;

b. jika terjadi pemecahan, maka NOPD PBB-P2 sebagaimana
dimaksud huruf a adalah NOPD yang telah dilakukan
pemecahan;

c. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada
basis data PBB-P2;

d. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi
pada basis data PBB-P2;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan
objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas
objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus
dibayar;

f. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri; dan

g. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB
bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

Kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu
yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian
kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat.

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari
jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih
kekurangan tersebut.

Pembayaran selisih kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibayarkan dengan SSPD BPHTB.

Pasal . ..
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Pasal 60

Jika saat dilakukan penelitian di tempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 tidak lengkap dan tidak benar, maka dokumen SSPD
BPHTB dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Proses penelitian di tempat atas SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya secara lengkap dan benar SSPD BPHTB.

Paragraf 2
Penelitian Lapangan

Pasal 61

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) huruf b
dilakukan dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak,
diantaranya:

a. terdapat indikasi ketidakwajaran harga transaksi; dan/atau

b. terdapat indikasi ketidaksesuaian data dalam SSPD BPHTB
dengan kondisi/kenyataan di lapangan.

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan secara
elektronik.

Dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas menggali
informasi lebih lanjut terkait objek Pajak.

Dalam hal penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didapatkan kewajaran dan/atau kesesuaian maka SSPD BPHTB
dapat disahkan dengan melampirkan surat pernyataan dari Wajib
Pajak.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditandatangani oleh penjual, pembeli dan saksi.

Dalam hal penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didapatkan ketidakwajaran dan ketidaksesuaian maka petugas
melanjutkan proses penelitian lapangan dalam bentuk:

a. pengecekan lokasi objek Pajak;

b. permintaan keterangan; dan/atau

c. permintaan dokumen pendukung transaksi.

Pengecekan lokasi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6
huruf a dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b dibuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
¢, berupa bukti bayar, rekening koran atau dokumentasi transaksi.
Dalam hal berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah Pajak yang disetorkan

lebih kecil dari jumlah Pajak terutang yang menyebabkan kurang
bayar, maka diterbitkan SKPDKB BPHTB.

Pasal 62

Proses Penelitian Lapangan atas SSPD BPHTB dilakukan paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya pemberitahuan Penelitian
lapangan.

Bagian . ..
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Bagian Keenam
Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan

Pasal 63

Kepala Perangkat Daerah atas permohonan dan/atau karena jabatan
dapat melakukan:

a. pengurangan;
b. pembetulan; dan
c. pembatalan.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
terhadap pokok BPHTB.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap SSPD BPHTB.

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
terhadap SSPD BPHTB.

Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 64

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a
dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas pokok BPHTB.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
a. kondisi tertentu Wajib Pajak, meliputi:

1. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia
(KORPRI), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ASABRI) atau yayasan sejenis yang memperoleh
hak atas tanah atau bangunan dalam rangka pengadaan
perumahan bagi anggota;

2. Wajib Pajak orang pribadi dengan status miskin yang
tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial;

3. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak
baru untuk kepemilikan pertama dan telah menguasai tanah
dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh)
tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak
dan keterangan dari pihak yang berwenang;

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah/waris dari
orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu
derajat kebawah; dan

5. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak
karena konversi atau perbuatan hukum lain dengan adanya
perubahan nama.

b. kondisi tertentu Objek Pajak, meliputi:

1. Objek Pajak yang merupakan program pemerintah, antara

lain;

a) relokasi bencana;

b) reformasi agraria; dan

c) program pemerintah lainnya;

2. Objek . . .
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2. Objek Pajak yang merupakan tanah dan/atau bangunan
digunakan untuk kepentingan sosial dan tidak untuk mencari
keuntungan;

3. Objek Pajak yang merupakan tanah dan/atau bangunan
digunakan untuk kepentingan pendidikan dan tidak untuk
mencari keuntungan;

4. Objek Pajak yang merupakan cagar budaya; dan

5. Objek Pajak yang menjadi objek wakaf yang membutuhkan
pemindahan hak terlebih dahulu sebelum diwakafkan.

Pasal 65

Besaran pengurangan BPHTB untuk kondisi tertentu Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

paling tinggi 10% (sepuluh persen) bagi wajib pajak badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a angka 1;
paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi wajib pajak orang
pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a
angka 2;

. paling tinggi 20% (dua puluh persen) bagi wajib pajak orang

pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
huruf a angka 3;

. paling tinggi 25% ( dua puluh lima persen) bagi wajib pajak orang

pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a
angka 3; dan

. paling tinggi 40% (empat puluh persen) bagi wajib pajak orang

pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
huruf a angka 4.

Besaran pengurangan BPHTB terhadap kondisi tertentu Objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

paling tinggi 100% (seratus persen) bagi objek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b angka 1;

paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi objek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b angka 2;

. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi objek pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b angka 3;
dan

. paling tinggi 75% (seratus persen) bagi objek pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5.

Pasal 66

Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a.
b.

C.

hak milik;
hak guna usaha;
hak guna bangunan;

d. hak pakai . ..
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d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun;dan
f. hak pengelolaan.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk MBR sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 67

Tata cara pemberian pengurangan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yaitu:

a.

(1)

(3)

mengajukan surat permohonan pengurangan kepada Wali Kota
melalui Kepala Perangkat Daerah dalam bahasa Indonesia disertai
dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan:

1. fotokopi SSPD BPHTB;

2. fotokopi akta/risalah lelang/keputusan pemberian hak baru;
3. surat keterangan Lurah; dan

4. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terutangnya
BPHTB.

permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap
sebagai surat permohonan dan tidak dipertimbangkan.

Paragraf 2
Pembetulan

Pasal 68

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b
merupakan pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak
mengandung persengketaan antara petugas Pajak dan Wajib Pajak.

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
atas jabatan atau permohonan Wajib Pajak.

Pelaksanaan pembetulan SSPD BPHTB, atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai
berikut:

a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat
Daerah dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah
SSPD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya,;

b. terhadap SSPD BPHTB, yang akan dibetulkan baik karena jabatan
atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan Penelitian di tempat;

c. dalam hal hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penetapannya maka SSPD BPHTB, tersebut dibetulkan
sebagaimana mestinya,;

d. pembetulan SSPD BPHTB dilakukan dengan menerbitkan SSPD
BPHTB Pembetulan dan merupakan dokumen yang dipersamakan
dengan Surat Keputusan Pembetulan;

e. SSPD . ..
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e. SSPD BPHTB pembetulan harus disampaikan kepada Wajib Pajak
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan;

f. SSPD BPHTB pembetulan harus dilunasi dalam jangka waktu
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterbitkan;

g. dengan diterbitkannya SSPD BPHTB pembetulan, maka SSPD
BPHTB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip; dan

h.dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, segera diterbitkan
keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a.

Paragraf 3
Pembatalan

Pasal 69

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c
merupakan pembatalan terhadap nilai besaran BPHTB dengan
dilakukan penelitian.

Pembatalan BPHTB dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak

dengan syarat sebagai berikut:

a. surat permohonan Wajib Pajak serta didukung oleh data atau
fakta baru yang meyakinkan;

b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen
sebagai berikut:

1) SSPD yang diajukan permohonannya;
2) dokumen yang mendukung permohonan pembatalan;

c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat
dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diterbitkan:

a. Keputusan pembatalan BPHTB; atau
b. Keputusan penolakan pembatalan BPHTB.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengembalian Pembayaran

Pasal 70

Atas kelebihan pembayaran BPHTB atau pembatalan BPHTB pada
tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui
Kepala Perangkat Daerah.

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan maka permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Permohonan . . .
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Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui proses verifikasi bendahara penerimaan Perangkat Daerah
dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan.

Berdasarkan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat diterbitkan SKPDLB.

Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan
pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan
dengan Pajak yang akan terhutang atau dengan utang Pajak atas
nama Wajib Pajak lain.

Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, kelebihan
pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak
yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Apabila kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan dengan utang
Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

Pasal 71

Pengembalian pembayaran BPHTB yang sifatnya berulang dan terjadi
pada tahun yang sama dan 1 (satu) tahun sebelumnya dilakukan
dengan  membebankan pada rekening penerimaan = yang
bersangkutan.

Pengembalian pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Tata cara pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 72

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diajukan
secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. asli Surat Permohonan Wajib Pajak beserta alasan dan data
dukung;

. fotokopi KTP Wajib Pajak;

surat kuasa bermaterai dan KTP yang diberi kuasa;
. fotokopi sertifikat;

asli SSPD BPHTB yang sudah dan terbayar;

asli tanda terima pembayaran; dan

@ o a0 o

fotokopi buku tabungan atas nama Wajib Pajak, atau apabila tidak
memiliki buku tabungan atas nama Wajib Pajak maka
menggunakan buku tabungan pihak yang masih sedarah dengan
melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal pengembalian diakibatkan pembatalan transaksi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat pernyataan batal jual beli bermaterai dari calon penjual dan
calon pembeli yang diketahui PPAT/PPATS;

b. Apabila akta jual beli belum terbit, maka melampirkan surat
pernyataan dari PPAT/PPATS tidak pernah diterbitkan akta jual
beli; dan

c. Apabila akta jual beli sudah terbit, maka wajib melampirkan asli
akta batal jual beli.

(3) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap
sebagai permohonan dan tidak dapat diproses.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN PBJT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73
(1) PBJT terdiri dari Pajak atas:
a. makanan dan/atau minuman;
b. tenaga listrik;
c. jasa perhotelan;
d. jasa parkir; dan
e. jasa kesenian dan hiburan.

(2) Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada
kegiatan rutin dan/atau insidentil.

Pasal 74
Makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) huruf a meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang
disediakan oleh restoran, rumah makan, warung, kafe, kantin, katering
dan sejenisnya, yang paling rendah menyediakan layanan penyajian
makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan
makan dan minuman.

Pasal 75

Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b
yaitu penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.

Pasal 76

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
huruf ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas
penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada
penyedia jasa perhotelan seperti:

a. hotel;

b. hostel . . .
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. hostel;

. vila;

. pondok wisata;
motel;

losmen;

. Wisma pariwisata;

s th O Q0 T

. pesanggrahan;
rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage;

e

j- tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

k. glamping.

Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j termasuk
tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai kos.

Pasal 77

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d
meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(1)

(2)

(3)

Pasal 78
Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang
dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan;

kontes binaraga;

pameran;

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

FRormoe a0 o

permainan ketangkasan;

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang
dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan
kebugaran;

[

j- rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,
wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan,
agrowisata, dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | yang

aktivitasnya meliputi pelayanan jasa kesehatan dan perawatan

berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi
warna, terapi musik, makanan dan minuman sehingga terwujud
kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal.

Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 termasuk

didalamnya restoran yang menyajikan minuman beralkohol dan
pertunjukan musik.

Pasal . ..
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Pasal 79

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh
konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan
dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau
minuman;

nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT
atas jasa perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat
parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan
untuk PBJT atas jasa parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa
kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat
nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan
sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual
barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran kepada penyedia atau
penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan
memarkirkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir berdasarkan tarif retribusi
parkir dan dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekuensi
pemakaian parkir.

Pasal 80
Tata cara pemungutan Pajak PBJT, meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan,;

b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;

C. pengawasan,;

d. penetapan; dan

e. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan
pembatalan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 81

(1) Wajib Pajak PBJT wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui
Kepala Perangkat Daerah.

(2) Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberikan data jelas, benar, dan lengkap dengan
mengisi surat pendaftaran objek Pajak.

(3) Pendaftaran . . .
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Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya objek Pajak.

Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI huruf C yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 82
Dalam hal Wajib Pajak PBJT tidak mendaftarkan diri dan/atau
mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 ayat (2) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan
pemanggilan kepada Wajib Pajak.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
melakukan sosialisasi dan konfirmasi.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada saat
pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan
NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan
data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 83

Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara insidentil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Wajib Pajak wajib mendaftarkan
kegiatan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diterbitkan
NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan
NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan
data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 84

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib
Pajak PBJT dan objek Pajak PBJT.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
administrasi perpajakan Daerah meliputi:

a. memperoleh data dan informasi;
b. melengkapi data dan informasi; dan
c. melakukan penatausahaan.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi
geografis Objek Pajak PBJT.

Dalam hal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan kegiatan
usahanya, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama
dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian . ..
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Bagian Ketiga
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 85
Pemungutan Pajak PBJT dilarang diborongkan.

Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak yang meliputi
kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan,
penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan
pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak
ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan Pajak, antara
lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data
objek Pajak dan subjek Pajak.

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
terutang dengan menggunakan SSPD ke tempat pembayaran yang
ditentukan.

Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik/non tunai.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan
pembayaran tunai melalui petugas.

Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring
dan tercatat pada RKUD.

Penyetoran ke RKUD atas pembayaran PBJT dilakukan dalam jangka
waktu 1 (satu) hari kerja.

Pembayaran Pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau
disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Format SSPD PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal . ..
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Pasal 86

Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara insidentil dengan dipungut
bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Wajib Pajak
melakukan pembayaran Pajak sesuai jumlah transaksi yang
dilakukan.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3
(tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan sebesar
pembayaran yang telah diterima.

Pembayaran atas sisa transaksi yang sudah dibayarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga)
hari kalender setelah pelaksanaan.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 87

Wajib Pajak wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi
SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat
peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis Pajak
dalam satu masa Pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis
Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) terutang yang
telah dibayar oleh Wajib Pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah
berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti
pelunasan Pajak.

Format SPTPD PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XIII huruf A sampai dengan huruf E yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 88
Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak
terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke RKUD dan
dilaporkan dalam SPTPD.

Pasal 89

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah
berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti
pelunasan Pajak.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
Pajak Daerah.

Pasal . ..
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Pasal 90

Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan
dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum
dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan
paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang
kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian

Pasal 91
Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang
disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1).
Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi
lainnya.
Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, diterbitkan STPD.
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang kurang dibayar.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.
Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak
sebenarnya dari Wajib Pajak, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Bagian . . .
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Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 92

Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Kepala Perangkat
Daerah menempatkan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas
Pajak untuk melakukan penungguan pada objek Pajak.

Penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas Pajak untuk
melakukan penungguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Wajib Pajak.

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pemeriksaan
atau penetapan Pajak.

Pasal 93

Wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan penempatan alat,
sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan
penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

a. teguran; dan
b. yustisi berupa penandaan pemasangan papan bicara.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. teguran I diberikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di
tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan,
dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;

b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
dipenuhi, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari;

c. apabila teguran Il sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
dipenuhi, maka dilakukan yustisi berupa penandaan; dan

d. penandaan/ pemasangan papan bicara dapat dibuka kembali

setelah Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 94

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya
Pajak PBJT, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib . . .
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1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat
(1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran;

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau

3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.

Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau
tidak dibayar secara jabatan paling kurang berdasarkan nilai potensi
minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan paling
singkat 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah
dilakukan Pemeriksaan.

SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan
dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan
pembayaran Pajak.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam
hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 95

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan
persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat
terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang
kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1);

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB . . .
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SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan,
Pembatalan, dan Penghapusan

Pasal 96

Kepala Perangkat Daerah atas permohonan dan/atau karena jabatan
dapat memberikan:

keringanan;

pengurangan;

pembebasan;

pembetulan;

pembatalan; dan

penghapusan.

NN

Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
terhadap pokok ketetapan Pajak.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap pokok ketetapan Pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi
administratif pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan
terhadap objek Pajak dalam ketentuan tertentu yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau surat keputusan
keberatan.

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan
terhadap STPD.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan
terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
yang dikenakan.

Pasal 97

Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan,
pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau
sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBJT
dan/atau Objek Pajak PBJT.

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan,

pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan
yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;

d. dalam . ..
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d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
e. melampirkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dan Identitas Wajib
Pajak.

Kondisi Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau
tingkat likuiditas Wajib Pajak PBJT.

Kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau tingkat likuiditas
Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus
melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan,
pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan
penghapusan yang disampaikan.

Kondisi Objek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-
hara, dan/atau kerusuhan.

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan,
pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD.

Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan,
pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat
permohonan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
terlampaui, maka  permohonan  keringanan, pengurangan,

pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan dianggap
dikabulkan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak.

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang telah diajukan permohonan
keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan,
dan penghapusan tidak dapat diajukan kembali.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu
Objek Pajak MBLB

Pasal 98

Setiap pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di
permukaan Bumi untuk dimanfaatkan dipungut Pajak dengan nama
Pajak MBLB.

Objek Pajak MBLB yaitu pengambilan MBLB yang meliputi:

a. asbes;

b. batu tulis;

c. batu setengah permata;
d. batu kapur;

e. batu. ..
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batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar;

garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;
gips;

kalsit;

kaolin;

leusit;

magnesit;

mika;

marmer;

nitrat;

obsidian;

oker;

pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;

fosfat;

talk;

tanah serap (fullers earth);
tanah diatom;
tanah liat;

tawas (alum);
tras;

yarosit;

. zeolit;

basal,

trakhit;

belerang;

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yaitu:

a.

kegiatan pengambilan MBLB yang secara nyata tidak
dimanfaatkan secara komersil, seperti pengambilan tanah untuk
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan

kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari
kegiatan pertambangan lainnnya, yang tidak dimanfaatkan secara
komersial.

Bagian Kedua
Saat Pajak Terutang dan Masa Pajak

Pasal 99

(1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan MBLB di mulut tambang.

(2) Masa . . .
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Masa Pajak MBLB yaitu 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 100

Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat
pengambilan MBLB.

Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan
MBLB.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga
patokan tiap jenis MBLB.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut
tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1
Umum
Pasal 101
Tata cara pemungutan Pajak MBLB, meliputi:
pendaftaran;
penyetoran;

pendataan, monitoring dan penelitian;

pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak; dan

e. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
Dalam hal pendaftaran wajib pajak MBLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala
Perangkat Daerah untuk mendapatkan NPWPD dengan mengisi
formulir pendaftaran.

Format Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XI huruf E yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

oo

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 102

Wajib Pajak MBLB yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan
oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Perangkat
Daerah untuk mendapatkan NPWPD.

(2) Pendaftaran . . .
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Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wajib Pajak melakukan
kegiatan pengambilan MBLB.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat
Daerah secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data
yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebagai berikut:

a. orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan pengambilan
MBLB atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani
formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah.

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan
melampirkan kelengkapan persyaratan:

1. fotokopi Identitas diri dari orang pribadi / badan/ pemilik
usaha / penanggung jawab/ penerima kuasa;

2. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau sejenisnya;

3. fotokopi akta pendirian usaha dan surat izin lain yang terkait
dengan Pajak MBLB yang dikelola sendiri dari instansi
berwenang;

4. fotokopi surat keterangan proses perizinan lainnya;

5. surat kuasa apabila orang yang bersangkutan/pemilik
usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai
fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa; dan

6. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Perangkat Daerah
memberikan tanda terima pendaftaran.

Paragraf 3
Penyetoran

Pasal 103

Wajib Pajak MBLB melakukan penyetoran Pajak yang terutang
dengan menggunakan SPTPD secara nontunai.

Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran pajak dilakukan secara nontunai langsung ke RKUD.
Tanda bukti pembayaran secara nontunai merupakan alat bukti
pembayaran yang sah.

Jangka waktu penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 ayat (2).

Perangkat Daerah menerbitkan SSPD sebagai bukti Pajak MBLB
telah diterima di RKUD dan SSPD tersebut disampaikan kepada
Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan pada ayat (5) dikenakan
sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak
terutang yang tidak atau kurang disetor, dihitung dari tanggal jatuh
tempo penyetoran sampai dengan tanggal penyetoran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.

Pasal . ..
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Pasal 104

Wajib Pajak MBLB dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan
paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang
kurang dibayar.

Paragraf 4
Pendataan, Monitoring dan Penelitian

Pasal 105

Perangkat Daerah dapat melakukan pendataan, pengumpulan
informasi, dan monitoring untuk menguji kebenaran data yang
disampaikan dalam SPTPD.

Pendataan, pengumpulan informasi, dan monitoring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan instansi yang
membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, pajak negara
dan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, aparat
penegak hokum dan instansi terkait lainnya.

Pasal 106

Perangkat Daerah dapat melakukan Penelitian atas SPTPD Pajak
MBLB dan SSPD yang disampaikan Wajib Pajak.

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD atau tanda bukti bayar lainnya;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD;

c. Pengisian dan kelengkapan wajib sesuai dengan format SPTPD;
dan

d. kebenaran data/informasi yang diinput, penulisan, penghitungan,
dan/atau administrasi lainnya.

(3) Apabila . . .
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Apabila berdasarkan hasil Pendataan dan Monitoring sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 dan hasil Penelitian atas SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui terdapat Pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar, Perangkat Daerah
menerbitkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak
sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat
melakukan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 5
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 107

Kepala Perangkat Daerah karena jabatannya atau karena
permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan STPD,
SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
surat keputusan pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian
terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah wajib
menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan . ..
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b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 108

Permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak atas
STPD harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat
ketetapan atau surat tagihan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas
dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.

Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penelitian terhadap
permohonan Wajib Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda
kewajiban membayar Pajak.

Pasal 109

Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan Pajak

Pasal 110

Wali Kota dapat memberikan insentif Pajak berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan ataupenghapusan atas pokok Pajak
yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, atau atas permohonan Wajib Pajak.

Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas
pertimbangan untuk:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
b. untuk kegiatan sosial, Pendidikan dan keagamaan;

c. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lain yang terjadi
bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk
menghindari pembayaran Pajak;

d. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;

e. untuk . ..
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e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan/atau

f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional.

Pemberian insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 111

Untuk mendapatkan insentif pajak atas permohonan Wajib pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Wajib Pajak
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui
Kepala Perangkat Daerah.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan SKKP dan bukti pendukung yang menyatakan kebenaran
alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Pajak.

Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan jawaban
atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan disampaikan.

Dalam hal Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah tidak
memberikan jawaban sampai dengan batasan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), permohonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Pajak dianggap dikabulkan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 112

Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, meliputi:

a.

b
c.
d

(1)

pendaftaran dan pendataan;

pembayaran, pelaporan dan penelitian;

penetapan; dan

keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 113

Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri kepada
Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.

(2) Dalam . . .
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Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data jelas,
benar, dan lengkap dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak Sarang
Burung Walet.

Format surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI huruf D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 114

Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan diri
dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat
melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
melakukan sosialisasi dan konfirmasi.

Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan diri
pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah
secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang
dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan
dalam berita acara.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 115

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib
Pajak Sarang Burung Walet dan Objek Pajak Sarang Burung Walet.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
administrasi perpajakan Daerah meliputi:

a. memperoleh data dan informasi;

b. melengkapi data dan informasi; dan

c. melakukan penatausahaan.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi
geografis Objek Pajak Sarang Burung Walet.

Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerjasama
dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 116

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.

(2) Wajib . . .
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Wajib Pajak membayar Pajak Sarang Burung Walet terutang
menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke
RKUD atau tempat lain yang ditentukan.

Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan SSPD.

Pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem
pembayaran berbasis elektronik/non tunai.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran
atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet dapat dilakukan melalui
pembayaran tunai.

Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
pada tempat pembayaran yang telah disediakan.

Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring
dan tercatat pada RKUD.

Penyetoran ke RKUD atas pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak membayar atau
menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Format SSPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 117

Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib melaporkan hasil
kegiatannya dengan mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat
peredaran usaha per hari dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak
dalam satu masa Pajak.

Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka
waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak
terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke RKUD dan
dilaporkan dalam SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Perangkat Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.

(6) Format . . .
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Format SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XIII huruf E yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 118

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak Sarang Burung Walet mengalami
keadaan kahar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 119

Wajib Pajak Sarang Burung Walet dapat melakukan pembetulan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan
paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang
kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian

Pasal 120

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas
SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian . . .
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a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi
lainnya.

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, STPD dapat diterbitkan.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang kurang dibayar.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak
sebenarnya dari Wajib Pajak, Pemeriksaan dapat dilakukan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 121

Dalam jangka waktu paling lama S (lima) tahun sejak terutangnya
Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah dapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat
(1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran,;

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.

Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau
tidak dibayar secara jabatan paling berdasarkan nilai potensi
minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan selama
minimal 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah
dilakukan Pemeriksaan.

(5) SKPDLB . . .
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SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan
dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan
pembayaran Pajak.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam
hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 122

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan
persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen)
per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung
sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak
saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak
yang kurang dibayar.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

(1)

Pasal 123

Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak Sarang
Burung Walet atau karena jabatan dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
Sarang Burung Walet dan/atau Objek Pajak Sarang Burung Walet.

(2) Permohonan . . .
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Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, STPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan
yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;

e. melampirkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan,
dan Identitas Wajib Pajak

Kondisi Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib
Pajak Sarang Burung Walet atau tingkat likuiditas Wajib Pajak
Sarang Burung Walet.

Kemampuan membayar Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau
tingkat likuiditas Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian
permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran yang disampaikan.

Kondisi Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Sarang
Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Perangkat Daerah menerbitkan keputusan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling
lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
terlampaui, maka  permohonan  keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan
seluruhnya.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak.

SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan yang telah
diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

BAB . ..
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BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 124

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan dan pencatatan secara
elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan
atau pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bpaling
sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta
bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung
besaran Pajak yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program
aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib
Pajak Badan.

BAB XIV
PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 125

Ruang lingkup pemeriksaan Pajak meliputi:

a.

oo o

tujuan pemeriksaan Pajak;

jenis pemeriksaan;

kewajiban dan kewenangan pemeriksa; dan
hak dan kewajiban wajib pajak.

Bagian . .



-68-

Bagian Kedua
Tujuan Pemeriksaan Pajak

Paragraf 1
Umum
Pasal 126
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan
Pajak untuk:
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pajak.
Paragraf 2
Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Pajak
Pasal 127
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, dapat meliputi
satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau
beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam
tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak
dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.
(3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

(1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan
Wajib Pajak yang meliputi:

a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Paragraf 3
Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain

Pasal 128

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal
129 huruf b dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan . . .
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d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Jenis Pemeriksaan

Pasal 129

(1) Jenis Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban pajak dan untuk tujuan lain meliputi:

a. Pemeriksaan lapangan dan/atau
b. Pemeriksaan kantor.

(2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau
tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap
perlu oleh Pemeriksa.

(3) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat
Daerah dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain harus dilaksanakan
sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(5) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:
a. standar umum Pemeriksaan;
b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 130

Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
ayat (5) huruf a merupakan penerapan standar yang berlaku secara
umum terhadap perlakuan hal yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan
persyaratan Pemeriksa.

Pasal 131

(1) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 ayat (5) huruf b meliputi

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan
yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat
pengawasan yang seksama;

b. pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1
(satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim dapat
merangkap anggota dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim;

c. pemeriksaan . . .
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c. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat tinggal atau
tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang
dianggap perlu oleh Pemeriksa;

d. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

e. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Format KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 132

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 ayat (5) huruf c dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
yang disusun secara ringkas dan jelas.

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

penugasan Pemeriksaan;
identitas Wajib Pajak;
materi yang diperiksa;

oo o op

uraian hasil Pemeriksaan;
e. simpulan dan usul Pemeriksa.

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf e
menjadi dasar penetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 133

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, Pemeriksa berkewajiban:

a.

b.

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada
Wajib Pajak atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor;

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib
Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;

memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak
apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka
memberikan penjelasan mengenai:

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan
Pemeriksaan; dan

3. kewajiban . . .
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3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku,
catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib
Pajak.

membuat berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada

huruf d;

menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada
Wajib Pajak;
memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah
ditentukan;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran
secara tertulis;

mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 134

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
lapangan, Pemeriksa berwenang:

a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau
objek yang terutang Pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga
digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang
dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan;

e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa.

(2) Dalam . . .
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Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor,
Pemeriksa berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor;

b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau
objek Pajak yang terutang pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh
akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 135

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

a.

(1)

meminta kepada Pemeriksa untuk:

1. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;

2. memberikan Surat Penugasan Pemeriksaan; dan

3. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
menerima dokumen hasil Pemeriksaan; dan

memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Pasal 136

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan
lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara eletronik;

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak
yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa;

d. memberi . . .
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d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
e. menyampaikan tanggapan atas dokumen hasil pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor,

kewajiban Wajib Pajak:

a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai
dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau
objek yang terutang pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan

d. menyampaikan tanggapan atas dokumen hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya Pajak terutang
ditetapkan secara jabatan.

BAB XV
STPD

Pasal 137

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya
Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.

STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97,
Pasal 115, dan Pasal 119 terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan
administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(4) Jumlah . . .
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Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang
kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak
yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

BAB XVI
PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 138

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan,
dapat dilakukan Penagihan.

Pasal 139

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Jurusita

Pasal 140

Dalam melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
139 Kepala Perangkat Daerah berwenang mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pajak.

Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. melaksanakan . . .



(2)

-75-

melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
memberitahukan Surat Paksa;

melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak
berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan

melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tindakan Penagihan

Pasal 141

Dalam rangka melakukan penagihan Kepala Perangkat Daerah
berwenang menerbitkan:

me a0 o

Surat Teguran;

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

Surat Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat pencabutan sita; dan

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Paragraf 1
Surat Teguran

Pasal 142

Dalam rangka melakukan Penagihan Pajak Kepala Perangkat Daerah
terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 huruf a.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
batas waktu pelunasan Utang Pajak berupa:

a.

teguran I, jika Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang setelah
melewati jatuh tempo dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh)
hari kalender;

teguran II, jika Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan setelah
diterbitkannya surat teguran I dengan batas waktu pelunasan 7
(tujuh) hari kalender;

dalam hal teguran II diabaikan, maka akan dilakukan yustisi
berupa penandaan;

apabila setelah penandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilakukan pelunasan, maka penandaan dicabut;

jika setelah penandaan dimaksud pada huruf c tidak dilakukan
pelunasan, maka akan dilakukan:

1. penyegelan/penutupan sementara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk Objek Pajak PBB-P2,
PAT, PBJT, MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet;

2. pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang
atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang
berlangsung untuk Objek Pajak Reklame;

f. penutupan . . .
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f. penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e
angka 1 dapat dibuka kembali setelah dilakukan pelunasan;

g. jika setelah penutupan sementara tidak melakukan pelunasan,
maka akan diterbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak;

dan

h. hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame
sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi milik Pemerintah
Daerah.

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak
yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat
Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan setelah melewati jatuh
tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak
Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah
melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Kepala Perangkat Daerah berwenang melaksanakan penjualan secara
lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya
Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang
belum dibayar.

Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 143

Penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan berdasarkan surat
perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 huruf b.

Penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan apabila:

a. penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu;

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau
mengecilkan  kegiatan usahanya atau pekerjaan yang
dilakukannya di daerah;

c. patut . ..
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patut diduga bahwa penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki
atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga
atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 144

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dapat diterbitkan pada saat:

a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. tanpa didahului Surat Teguran;

c. dalam hal Surat Teguran telah diterbitkan dan disampaikan
sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender; atau

d. sebelum penerbitan Surat Paksa.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung
Pajak;

b. besarnya Utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan Pajak.

Format Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Paragraf 3
Surat Paksa

Pasal 145

Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c paling

sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak;

b. dasar penagihan Pajak;

c. besarnya utang Pajak; dan

d. perintah untuk membayar.

Format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XVIII huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 146

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan
dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada penanggung Pajak.

Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak.

(3) Pemberitahuan . . .
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Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi
dilakukan kepada:

a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di
tempat lain yang memungkinkan; atau

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja
ditempat usaha penanggung Pajak dalam hal Jurusita Pajak
tidak dapat menjumpai Penanggung Pajak.

Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dilakukan
kepada:

a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di
tempat lain yang memungkinkan;

b. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang
bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain
yang memungkinkan; atau

c. pegawai tetap yang meliputi pegawai perusahaan yang
membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia,
hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai
harian di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang
bersangkutan dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai
salah seorang penanggung Pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan pailit
dilakukan dengan kurator, hakim pengawas, atau balai harta
peninggalan.

Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan
bubar atau dalam likuidasi, dilakukan kepada orang atau Badan
yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pemberitahuan surat paksa atas Wajib Pajak yang menunjuk
seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakan, dapat dilakukan kepada penerima kuasa.

Pasal 147

Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
146 dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa
yang ditandatangani oleh Jurusita dan pihak yang menerima
pemberitahuan Surat Paksa.

Berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b. nama Jurusita Pajak;
c. nama yang menerima Surat Paksa; dan

tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal . ..
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Pasal 148

Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya,
tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat
Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan
pengumuman di kantor Pemerintah Daerah, mengumumkan melalui
media massa, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal pihak yang dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dan ayat
(4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak
meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita
acara bahwa Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat
Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Format Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui
tempat tinggal, tempat usaha atau kedudukannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Paragraf 4
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 149

Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak
Surat Paksa disampaikan, diterbitkan surat perintah melaksanakan
penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d.

Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap objek sita
berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

Surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) minimal memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau alamat Wajib Pajak dan penanggung
Pajak;

nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;

tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

nama Jurusita Pajak; dan

perintah untuk melaksanakan penyitaan.

opo o

Paragraf 5
Surat Pencabutan Sita

Pasal 150
Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:

a. penanggung Pajak atas klaim Pajak melunasi nilai klaim Pajak;

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan
pengadilan pajak;

c. barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana
sosial, dan bencana alam;

d. barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;

e. hak ...
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e. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas nilai klaim Pajak
yang menjadi dasar dilakukan penyitaan telah kedaluwarsa
penagihan;

f. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau
penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan barang
sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;

g. pemberian bantuan penagihan Pajak telah dihentikan; dan/atau
h. pemberian bantuan penagihan Pajak telah diselesaikan.

Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat (3) huruf e yang disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada penanggung Pajak atas klaim Pajak dan instansi yang terkait.

BAB XVII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 151

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui
Kepala Perangkat Daerah atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah
Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang
jelas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau
tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/ atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

>0 o

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak
terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,
atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga minimal
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai
surat keberatan.

(7) Tanda . . .
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Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala
Perangkat Daerahkepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk
sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa ketetapan pajak tidak
sebagaimana mestinya; dan/atau
b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan
secara:

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
b. perorangan untuk SKPD dan STPD.

Pasal 152

Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak
tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya,
sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah
terlewati dan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 153

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Bagian . . .
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Bagian Kedua
Banding

Pasal 154

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan
yang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 155

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60%
(enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

BAB XVIII
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 156
Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas
pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh
Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:

a. kemampuan . . .
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a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk
menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah
dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan
faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap
perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang
bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan
ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan
sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang
tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan
penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB XIX
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 157

Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan

Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjang . . .
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Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib
Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak
mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara
jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalam keputusan.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan
memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir.

Keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib
Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib
Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling
lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud
ayat (7), dapat diberikan atas pertimbangan kondisi Wajib Pajak
dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota, setelah
dilakukan konfirmasi oleh petugas.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak
yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka
waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d

wabah penyakit; dan/ atau

®

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB . ..
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BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 158

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Perangkat Daerah secara tertulis
dengan minimal menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. masa Pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
d. alasan yang jelas.

Surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat
permohonan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terlampaui, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Perangkat
Daerah memberikan imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan Pajak.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan Utang
Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (6) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.

Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan
pembayaran Pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan
Pajak yang akan terutang atau dengan Utang Pajak atas nama Wajib
Pajak lain.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilaksanakan sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan Daerah.

Format permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

BAB . ..
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BAB XXI
KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 159

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah.

Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan
SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran
dan/atau Surat Paksa tersebut.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b merupakan pengakuan dari Wajib Pajak yang
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XXII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 160

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak
untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan . . .
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a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139,
sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

(5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan
dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Pasal 161

Pelaksanaan penghapusan piutang Pajak dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan piutang
Pajak Daerah.

BAB XXIII
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 162

(1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah, Pemerintah
Daerah melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak
dengan:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lain; dan/atau
c. Pihak Ketiga.

(2) Tujuan kerja sama dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. mengoptimalkan peran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1);

b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan
membayar Pajak;

c. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah,
murah dan cepat;

d. mengembangkan inovasi dalam pengelolaan Pajak dan Opsen
Pajak; dan

e. membuka ruang kerja sama lainnya.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi
perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber
daya manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan . . .
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f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan
dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah
dan/ atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau
huruf g.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ sampai dengan
huruf g.

Pasal 163
Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3)
dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen
lain yang disepakati para pihak.

Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 162 ayat (3) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama
ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.

Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

subjek kerja sama

maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;

FRme a0 T

sanksi;

=

korespondensi; dan
j- perubahan.

BAB XXIV
SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 164

Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak
secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka kemudahan proses
pemungutan Pajak serta kebutuhan pendukung lainnya.

(2) Sistem . .
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Sistem Aplikasi Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem layanan
berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain.

Integrasi sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
dengan perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak terintegrasi dimaksudkan
untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan
akuntabilitas dalam pelayanan pembayaran Pajak.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak, bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi
pelayanan, pembinaan, dan pengawasan Pajak;

b. memberikan data dan informasi sebagai sumber data untuk
melakukan proyeksi pendapatan Pajak;

c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam
melakukan pembayaran Pajak;

d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap
pengelolaan Pajak; dan

e. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian pemungutan Pajak.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Parepare.
Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA PAREPARE,
TTD
TASMING HAMID
Diundangkan di Parepare

pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TID

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA



LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

KOP NASKAH l No. Formulirm m—[j Er[—]

PERANGKAT DAERAH

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
I.JENIS TRANSAKS! [ | 1.PerakamanData [ ] 2.PemutakhiranData [ 3.Penghapusan Data

PR T 11 KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE
2 NoP 0 O
3. NOP BERSAMA HERERIEENIEENIEENIEEEnIN

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4.NOP ASAL (OO crIrIim
5.NO SPPT LAMA ED:D
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV /NOMOR

EEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER

8. KELURAHAN /DESA 9.RW 10.RT

EEEEEENEEEEENEEEEERRENERR (] 11

11. STATUS D 1. Pemilik 2. Penycwa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa
12. PEKERJAAN 1.PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan®) 4. Badan 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK (SESUAI BUKTI KEPEMILIKAN) 14. NOMOR TLP/HANDPHONE
HEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEENEREEEEEEEEEEE

15. NAMA SUBJEK PAJAK (YANG DIKUASAKAN) 16. NOMOR TLP/HANDPHONE
HEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERENEEEEEEEEE

17. NAMA JALAN 18. BLOK/KAV/NOMOR

AlEAE SN AEN AR EEGNSNEEINEiNgRENNAARAEEDE

19. KELURAHAN/DESA 20.RW  21.RT

N I O T O A O i

22. KABUPATEN / KOTA - KODE POS

HEEEENEEEEEEEEEEEEEEENEEEREEEE

23. NOMOR KTP

HEIEEEEEEENEEEENEEEREEREE

nuastanan L LTI 23. ZONANILAITANAH [ [ ]

24. JENIS TANAH [:] 1. Tanah + I:] 2. Kavling D 3. Tanah Kosong [:| 4. Fasilitas Umum
Bangunan Siap Bangun E] —
5. an Produksi Pangan

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan D
6. Lahan Produksi Ternak

dilanjutkan dihalaman berikutnya

SELURUH PENGURUSAN SPPT-PBB
TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN

E. Data . ..



E. DATA BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap
menurut keadaan yung sebenarnya, sesuni dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ 27. TANGGAL
KUASANYA

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari scjak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985
G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :

29. TANGGAL crarBLNatN) [ L]/ 1] /[T | 29. TANGGAL (TGLBLN/TIN) (/)T

30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS

30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS

32.NIP CLTLLLTTT fanw CLLLITTTT]
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
Contoh Penggambaran
KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objck pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/
jalan protokol. jalan lingkungan dan lain-lain, yang

mudah diketahui oleh umum. JI. Kerinci
-Scbutkan batas-batas pemilikan scbelah utara, Kammo [ | Al
Selatan, timur dan barat | Saidi
Burhan

SELURUH PENGURUSAN SPPT-PBB
TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN

LAMPIRAN



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

ﬁo. formulir m m—l—] ﬂ_ﬂ

[ 2. pemutakhiran Data

1.JENIS TRANSAKSI || 1. Perekaman Data 3.Pemutakhiran Data
4. Penilaian individual
PR DI N1 KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE 3. JUMLAH BNG [
2.NoP (OO0 10 OO 011 O 4. BANGUNAN KE
5. NS PENGGUNAAN 1. Perumahan D 2. Perkantoran Swasta D 3. Pabrik
BANGUNAN
D 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko D 5. Rumah Sakit/Klinik D 6. Olah Roga/Rekreasi
[] 7. HotelWisma [] 8. BengkeliGudang/Pertanian [ ] 9. Gedung Pemerintah
[] 10.Lain-lain [ 11.Bng Tidak KenaPsjak ] 12.Bangunan Parkir
D 13.Apartemen D 14.Pompa Bensin D 15.Tangki Minyak
D 16.Gedung Sekolah
6.LUAS BANGUNAN TTTTTTT1 1] 7. JUMLAH LANTAI ED
(M2)

$. THNDIBANGUN || [ ]
9. THN DIRENOVASI [T TT]

10. DAYA LISTRIK

TERPAS/\NG(\VAT[')IIIIIIIIIII

11. KONDISI PADA 1. Sangat 2, Baik 3. Sedang
UMUMNYA u Baik O O
12.KONSTRUKSI [ ] 1. Baja [] 2.Beton []3- Baw Bata
13. ATAP O 1. ccrabor~~ [] 2. Gg Betow [] 3. g Biasw/
Beton/ Aluminium Sirap
Gtg Glazur
14. DINDING 1. Kaca/ [] 2. Beton [] . Batu Baw/
Aluminium Conblok
[] 6. Tidak Ada
15. LANTAI [] ! Mormer []2Kemmik [ 3.Tenso
16. LANGIT-LANGIT L Akusik/ [ 2 Triplek/Asbes 7] 3. Tidak Ada

Jati

Bambu

D 4, Jelek
D 4, Kayu

D 4. Asbes

[] 4.kayu

D 5. Seng
D 5. Seng

4. Ubin PC/
Papan

[:] 5. Semen

B. EASILITAS
17. JUMLAH AC [T] spi [T Window | 18.AC Sentral (1. Ada []2 Tdk Ada
19. LUAS KOLAM T 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG (M2) — Rin Berat
|| 1. Diplester [:l 2, Dengan ll S cdi:; =T D engan Penutup
Pelapis l | Lantai
21. JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU | 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA
LAPANGAN ED Beton |_‘_D Penumpang BERJALAN
TENIS
ED Aspal ED [:D Kapsul Lbr < 0,80 M D D
(] Tanah Lisw 1] (1] Barung Lbr>0,80 M 00
pul
24. PANJANG PAGAR D:[D 25.PEMADAM O 1. Hydrant O1.Ada O 2. Tidak ada
™) KEBAKARAN 0O2.Sprinkler O 1.Ada 2. Tidak ada
BAHAN PAGAR [:] 1. Baja/Besi D 2. Baw/ O3.FieAl.  O1.Ada O 2. Tidak ada
Batako
26. IML.SALURAN (1111 27. KEDALAMAN SUMUR E[ [T]

PES.PABX

[0 PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLOM (M)
30. DAYA DUKUNG
LANTAI (Kg/M2)

ARTESIS (M)
C) DATA TAMBAHANUNTUK JPB

[

29. LEBAR BENTANG (M)
31. KELILING
DINDING (M)

(LI

=378

32. LUAS MEZZANINE
(M2)

LLLLI

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNANNON-STANDARD

[0 PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAL (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN [O1.Kelas1 [0 2.Kelss2  [03.Kelas3 [0 4. Kelas 4 4
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)
34. KELAS BANGUNAN O 1.Kelas 1 0 2. Kelas 2 0 3. Kelas 3

RUMAH



O RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)
35. KELAS BANGUNAN [1.Kelas1 [ 2. Kelas2 O3.Kelas3 D4 Kelas4

36. LUAS KMR DNG 37. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2) DID:I AC SENTRAL (M2) m:m

OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)
38. KELAS BANGUNAN [0 1.Kelas1 [0 2. Kelas2

0 HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL O 1. Non-Resont 02. Resort
40. JML BINTANG O 1.Bintang 5 02, Binang4 ~ 03.Bintang3 04, Bintang 12~ 5. Non
Bintang
41.JUMLAHKAMAR [T 42 LUAS KMR DNG [TTTT] 4 LS RUANG LAIN DNG ED:ED
AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

[J BANGUNAN PARKIR (JPB=12)
44. TIPE BANGUNAN  []1. Tipe4 [J2 Tipe3 [J3.Tipe2  [Ja.Tipet

O APARTEMEN (JPB=13)
45.KELASBANGUNAN [J I.Kelass1 [J2.Kelas2  [J3.Kelas3 04, Kelas4

46. ML APARTEMEN [T TTT]47.LUASAPTDNG [T ] ] 48.LSRUANG LAINDNG [T T[]

AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)
TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI 50. LETAK TANGKI 1. Di Atas 2. Di Bawah
o) (LD el g e

[ GEDUNG SEKOLATI (JPB=16)
51. KELAS BANGUNAN O 1.Kels1 02 Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM D]]m 53. NILAI lNleDUAL[‘[T [TTT [T] |

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG MO
KEMBALI
s5. TGLPENDATAAN [ 1/[T]/[T] so.7aL penELiTaN [ L1/ (1]
56. TANDA TANGAN 60. TANDA TANGAN
§7.NAMA JELAS 61 NAMA JELAS
58. NIP EERNEREN 62.NIP HRERREER

SELURUH PENGURUSAN SPPT-PBB
TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN

WALI KOTA PAREPARE,
TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NU WAﬁ



LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI
KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

a. STPD ini untuk tunggakan tahun ......
dengan nominal denda yang tercantum
adalah kondisi saat STPD ini tercetak,
dengan informasi total tunggakan PBB-
P2 secara lengkap dapat diakses di
https://e-pbb.Pareparekota.go.id

NOPD:
LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

OBJEK ) 2 TOTAL

PAJAK LUAS (m?) KELAS NPWP NJOP per m? (Rp.) NJOP (Rp.)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
NJOTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)
NJOP untuk penghitungan PBB-P2
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)
PBB-P2 yang terutang
PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)
TANGGAL JATUH TEMPO PAREPARE

KEPALA PERANGKAT
TEMPAT PEMBAYARAN DAERAH
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
NOPD :
TAHUN POKOK DENDA b. Keseluruhan pajak terutang yang dibayar
melebihi tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi

Keterangan : administratif/ denda sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEPALA XXXXXXXXXX

SURAT




B

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI
KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

a. STPD ini untuk tunggakan tahun ...... dengan
nominal denda yang tercantum adalah kondisi
saat STPD ini tercetak, dengan informasi total
tunggakan PBB-P2 secara lengkap dapat
diakses di https://e-pbb.Pareparekota.go.id

NOPD:
LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
OBJEK = » TOTAL
PAJAK LUAS (m?) KELAS NPWP NJOP per m? (Rp.) NJOP (Rp.)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
NJOTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)
NJOP untuk penghitungan PBB-P2
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)
PBB-P2 yang terutang
PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)
TANGGAL JATUH TEMPO PAREPARE
TEMPAT PEMBAYARAN ; KEPALA PERANGKAT DAERAH
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
NOPD :
TAHUN POKOK DENDA b. Keseluruhan pajak terutang yang dibayar
melebihi tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi
Keterangan : administratif/ denda sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEPALA XXXXXXXXXXXX

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

wia

WALI KOTA PAREPARE,
TTD

TASMING HAMID




LAMPIRAN 111

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Kepada Yth.
(NAMA WP)
(ALAMAT WP)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH SPTPD - (Jenis Pajak)
NOMOR: (Nomor STPD SPTPD)

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak t (Nama Wajib Pajak)

Alamat Wajib Pajak i (Alamat Wajib Pajak)

Nama Objek Pajak :  (Nama Objek Pajak)

Alamat Objek Pajak i (Alamat Objek Pajak)

NPWPD : (NPWPD)

NOP/ ID OP . (IDOP)

Jenis Pajak : (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet)

Nomor Ketetapan SPTPD s (Nomor SPTPD)

Masa dan Tahun Pajak : (Masa dan Tahun Pajak)

Jatuh Tempo p (Jatuh Tempo)

Jumlah Pokok Pajak . (Pokok Pajak)

Jumlah Denda Keterlambatan : (denda keterlambatan 1%/bulan)
(denda bertambah 1% setiap bulannya)

Jumlah Tagihan : RpXXX XXX.XXX,- (Terbilang)

Kode Bayar 4 (Kode Bayar)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan,
Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
dimintakepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah ini bersamaan dengan Surat Teguran I.

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat
mengabaikan Surat ini.Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat
segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

PERHATIAN
UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA Parepare, tanggal surat
WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA KEPALA X300000000000KX
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS KOTA PAREPARE

WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
DILAKUKAN DENGAN TEGURAN 1/
PENANDAAN/PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/
PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ SURAT PAKSA/
PENYITAAN

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya TTD
KEPALA BAGIAN HUKUM,

s

7/
NURWANA

TASMING HAMID



. SSPD PBB-P2

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

KOP NASKAH

PERANGKAT DAERAH

Tempat Pembayaran :

Nomor Objek Pajak
Nama

NPWPD

Alamat

Kelurahan
Kecamatan

Kota

Provinsi

Tagihan Pokok

Tagihan Denda

Total Bayar

Tanggal Pembayaran :

Keterangan
Terbilang

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah:
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk pembayaran secara langsung

b. Struk ATM/Struk e-commerce/Bukti pembayaran lain dari Bank/Tempat Pembayaran bagi
pembayaran pajak secara elektronik/online

B. SSPD




-2-

B. SSPD Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet

SSPD
KOP NASKAH (Surat Setoran Pajak Daerah)
PERANGKAT DAERAH Tahun :
Nama
Alamat
ID OP
Nama Objek
Alamat Objek
Menyetorkan berdasarkan*)
SKPD STPD Lain-lain
SKPDT SPTPD
SKPDKB SK Pembetulan
SKPDKBT SK Keberatan
Masa Pajak : ..cooreeeeeerereeeeeseneeenns Tahun ... Tgl. Pendataan :
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda | Diterima Oleh, Petugas Parepare, ....oeeemeeennes
Tangan Tempat Pembayaran
Petugas Penerima Tanggal : Penyetor,
(cormrmrenereneereee e )

*) Beri tanda V' pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

C. SSPD




C. SSPD BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4
( SSPD-BPHTB)
BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Un2k Viajid Pajak
PAIAK BIIMI DAM BANAIINAN (SOND PRAY
H
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman lembar ini terlebi dahulu
A 1. Nama Wy Paak: | S T O O N |
2.NIX
3 Nanat Yood Pajak; _
4 KehrahaDess: £ RTRW: §. Facanatan
T. Katepaintala: §_Fode Pos:

o tnomasyrss: [ L L LTI T I T T TT T TTITTITII I L]
weeacsapsponres (11 [(T) [(TT1 [T17 710 CTTT
3 Lotak taad dan stas bangerac
4 YahrahanOnsy §.RIEN.
£ Nacamaan: 7. Kol HeXoa:
Paoghtungn K0P PES.

Uralan n-—.-o‘-”ﬁ!m,q ,m...‘.'f.!’ﬁ%".i..ln. Laws 5 NJOP PBS /oo’

Tarad () ? nllalina IR [ogha Vv onga¥]
Bangenae i n*|10| Rp 12| R
Rp.

NP PES 1

16, Josis peraichan 2ak 3tas truh €ae ata dirguun. [:Ij 1 Hagatansata Nl pasar. (R ]
R Nomor Serttiue

Lril]

[
4

C. PENGHITUNGAN BPNTE (Kaya disl dertanarian perhlumgan Wagd Pijak )
1. Mlai Perolshaa Odjek Pajak ( NPOP ) Homgomstan rdsl pade N I Gan A V4
2. Wisl Perclettan Obiek Paisk Tcdad Koea Palak | NPOPTICP )
3. Nakal Pecoistan Ot Paiat Keaa Pajat | NPOPIP ) wgtal - ngtal
4 Bea Percietan hak atas tazah can Bangasan yasg tetaeg E%-ogu)
4 Pengenasn 15% Larerd M2 HON WasutFerdenan Had Pengelolam’) Wh-gaa
§. Bea Perolehan Kak atas Tazsh €an Baagunas yang hasss dbayat
0. Jumiab Setoran berdesarian :
] a Penghatugan Wajb Piak
b. STPO BPHTD ! SAPE0 KURANG BAYAR / SKPCC
D KURANG BAYAR TAMBAHAN ') L e Tangas
l_DJ  Panguraegen ehtssg wodrimaripsk | || % bertanstan Porstamn KO M
€

v[v[v[v]v|"¥
FIEEEFER

JIMUAM YANG OSETOR (Gengin anvgha): {esgan handy.

[ ] £ 7

(Derdesrtas paiegen C4 Got pahen @ O) / //
yi

v MENGETANUE DITERMA OLEN: Tela Dtvertihast:
WAB PAJAX | PEXYETOR PPAT I MOTARSOPW TEMPAY PEMBAYARAN BPHTB BADAN KEUANGAN DAERAN
Yoot -

Vons i (21 s lagen Harms ergh g piengel 21 terdte 2o basmg longtag ptermosd G bty benony ama GBI G0 vl lenges
rarys Gasi loh s LLd ELJ CHENY ALV LS €1 1)
wwhetl) s L3 LVIELDY CEED E11 BT O

D. SPPT




D.SPPT/STTS

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

dari:

Tempat Pembayaran

Telah menerima pembayaran PBB Th.

Nama Wajib Pajak

Letak Objek Pajak : Kecamatan
Kelurahan

Nomor SPPT (NOP)

Sejumlah :Rp

Tanggal Jatuh Tempo :

Jumiah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

| X
[ XV
n XV
v XVi
'} Xvil
Vi XVili
Vil XIX
Vill XX
IX XXI
X XXIl
XI XXl
XII XXIV
Tanggal Pembayaran : LT Tanda Terima
Jumlah yang dibayar : LB: dan
Rp. L 1 Cap Bank/Pos

. Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NUtWANA

WALI KOTA PAREPARE,
TTD

TASMING HAMID



LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2
rF oA
an 1 (satulset”
: Permohonan Pengurangan PBB

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala XXXXXXXXXXX

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :
Nama L

NPWP
Alamat

Desa/Kelurahan*)

Kecamatan

Kabupaten/Kota®) - . ) ’ i

Nomor Telepon

mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar ................. b (R persen) dari PBB yang terutang, atas
objek pajak :

NOP

Alamat

Desa/Kelurahan*)

Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

Aalasan mengajukan permohonan :
e R Y
& .o
3. dst

Bersama ini dilampirkan :
1. Fotokopi SPPT/SKP/PBB*) Tahun Pajak ............... 3
2. Surat Kuasa Khusus/surat kuasa*®) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
3. dokumen pendukung;

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

POrODRNG iciisiasasiviinions 20.
Wajib Pajak/Kuasa WP*)
Crinaswviigrropispassisipins )
Keterangan :
*) coret yang tidak periu

WALI KOTA PAREPARE,
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM, ~ TTD
\L, : TASMING HAMID
V4

NURWANA



LAMPIRAN VI

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT, SKPD ATAU STPD PBB-P2

Nomor
Lampiran
Hal : Permohonan Pembetulan SPPT
Yth
Kepala XXXXXXXXXXX

Yang bertanda tangan dibawah Inf :

Nama

- Alamat

Sebagai Waijlb Pajak / Kuasa OP dengan ini menyatakan bahwa terdapat Kesalahan Nama / Luas Bumi /

Bagunan / Alamat yang tercantum di-SPPT tahun 20..... NOP

Nama i e b e BRNSTUSIIVE | oo sesonsssasigs
Luas BUMI / Bagunan .........cceieeeeeemossss seharusnva e GRS
Alamat camowsopacs Pusas R SoR SR R seharusnva

Oleh karena itu. kami mohon kepada Bapak agar kesalahan ini dapat diperbaiki sesuai dengan Sertifikat/

Akta Jual Beli / Hibah / Warls /IMB vang kami lampirkan.

Demikian permahonan kami..zatas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Lurah Wajib Pajak / Kuasa WP
WALI KOTA PAREPARE,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

TASMING HAMID

7
NURWANA



LAMPIRAN VII

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN PEMBATALAN

:}Tplran : Satu berkas
al

: Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB™), yvang Tidak Benar
Tahun Pajak 20°

Yth
Kepala XXXXXXXXXXX

Yar _
Nama
NPWP

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Kata

Nomor P omsevsevecttscntensresetinsisiasionien iR esRn PRESEIN ST ESeee e teh et ets Rt aeess sortvel
Telepon

Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak™), atas objek pajak:
NOP .

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

OB === Gescsriiiessotinarinisimioss s soiniiess st senttasesses femmanenesesan st e ten SR RIS
PBB vang : Rp Ko cnevonavimsvorsoivininiosmsiviissabosis muivaias )
terutang

dengan Ini mengajukan pembatalan SPPT/SKP PB8/STP PBB™*) yang tidak benar Tahun Pajak
dengan al : '

Bersama ini dilampirkan: 5
1. Asli SPPT/ SKP PBB/STP PBB*) yang diajukan pembatalan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau

3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
a. .

b.

c. dst

Demikian disampalkan untuk d

pat dipertimbangkan.

SELURUH PENGURUSAN PBB (SPPT) TIDAK
DIPUNGUT BIAYA APAPUN

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TASMING HAMID

b



LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN MUTASI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Kepada Yth :

Kepala XXXXXXXXXXX

Perihal : Permohonan Balik Nama
Wajib Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

Nik

Tempat /Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Nomor HP/HandPhone

Bahwa kami mohon kiranya Bapak Kepala Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk
memproses permohonan balik nama dari Wajip Pajak :

Nama

Letak Objek Pajak
Nomor Objek Pajak
Kelurahan

Kecamatan

Kota / Kab :

Luas Bumi H Meter Tetap : Meter
Luas Bangunan § Meter Tetap : Meter

Kepada Nama Wajib Pajak Sesual dengan Fotocopy Sertifikat, Akte Jual Beli, keterangan lainnya dan
SPOP terlampir diatas :

Nama

* Letak Objek Pajak

Kelurahan

Demikian permohonan ini kami buat, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih

Mengetahuli
Lurah Wajlb Pajak / Kuasa WP

SELURUH PENGURUSAN PBB
(SPPT) TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, LD

o

NURWANA

TASMING HAMID



LAMPIRAN IX

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN PENGHAPUSAN

Lampiran
: Satu bendel
Perihal : Penghapusan / Pengurangan Denda Administrasi atas SPPT/SKPD/STPD
PBB-P2 Tahun Pajak ......
Kepada

Yth. Kepala XXOOXXXXXX

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1 A PN
NPWP R ensiise e e TR VI R S SRS
Alamat RS e T e v T T
Kelurahan SR —
Kecamatan e R RS R e T AT N TR R S S RS A eV
Kota e LT L L1 17 LT LYY LI Ll DL L L LT
NOMOEr TEIBPONT = § isucsssvsmsssmussvassssssvissssasvs sicssessuists stisanssnesnsssesanssssssuserasssnssnennssnes
Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wa]lb Pajak, atas obyek pajak:

NOPD.L, G niin s i e e e e e e e s
Alamat NPt Sl oo
Kelurahan RS N
=0 g 11 - | . B T ——
Dengan ini mengajukan pengahapusan/pengurangan denda administrasi atas SPPT PBB-
P2 tersebut. Untuk Tahun Pajak ................... Sebesar ..........coiiunn % dari PBB-P2 yang
terutang.

Alasan pengajuan permohonan penghapusan:

Bersama ini dilampirkan:
1. Fotocopy SPPT PBB-P2 vyang diajukan penghapusan denda
administrasi PBB-P2 2. Dokumen pendukung:
a. Fotocopy KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
b. Fotocopy Rekening listrik, Telp dan PDAM bulan terakhir
c. Bila Wajib Pajak Badan Hukum, Fotocopy Laporan SPT Tahunan dan Laporan
Keuangan
d. Surat Kuasa Bermaterai bila dikuasakan
e. Fotocopy KTP yang diberi Kuasa
Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu T T )

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

TASMING HAMID
Y%

WANA



LAMPIRAN X

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN KEBERATAN SPPT /SKPD

KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG - PERORANGAN

.;m?f
-ampiran
perihal

Keberatan Atas SPPT / SKP*)
PBB Tahun

Yth. .
Kepala XXXXXXXXXXX

Nama ]

No. KTP $ NPWP :
Alamat 1 Jin.

Telpon :

Kelurahan g Kecamatan
Kota s e

Sebagal wa)lb pujak_Lkuasa wajlb pajak*®) PBB atas objek pajak yang tertelah dl :
Alamat . < : Jin.

Telepon :

Kelurahan 8 Kecamatan

Kota :

No. SPPT / NOP H Tahun pajak :

PBB Terhutang :RP

Tanggal terima SPPT / SKP*)
Dengan ini mengajukan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT / SKP*) PBB tersebut di atas dengan

alas an sebagal berlkut :
1. Luas objek buml/ bagunan *)pada SPPT / SKP*) tidak sama dengan buktl resmli / keadaan yang

seb_en_amya. Luas sebenarnya adalah bumi m2 Bagunan m2
2. NJOPbimi /bagunan®), pada SPPT /SKP*) tidak sama dengan buktl resml /keadaan yang
sebenarnya adalah : bumi RP /m2 bangunan : RP /m2

3. Kesalahan penetapan / pengenaan belum memperoleh NJOPTK/salah NIKP*)
4. Objek pajak seharusnya tidak dikenakan PBB karena

Menurut perhitungan kaml ketetapan PBB tahun adalah sebagai berikut
1. Bumi : m2 x RP . /m2 =RP.
2. Bagunan 3 m2 x RP /m2 =RP,
3. NJOP : (1+2) =RP.
4. N.JOPTKP : . =RP._
5. NJOP setelah dikurangl NJOPTK (3-4) " ERP ¥
6. PBB terhutang (0,5 % x RP =RP. S

, )
Bersama Inl dilampirkan pula

1. Surat Kuasa darl wa)lb pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang / plhak lain )

2. Foto copy KTP identitas lalnnya darl wajib pajak

3. Foto copy SPPT / SKP*) tahun pajak bersangkutan

4. SPOP dan Lampiran SPOP yang telah dlisl dengan Jelas, benar dan lengkap serta ditanda
tagan .

5. Foto copy buktl pembayaran PBB (SSP/STTS®) tahun terahir

6. Foto copy Surat Tanah dan atau bangunan / Surat Keterangan darl Kepala Desa atau Lurah
mengenal pemilikan atas tanah dan atau bangunan
7. Sket ukuran masing —masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertifikat)

Demikian atas perhatlannya disampalkan terima kaslh

WAJIB PAJIAK / KUASA WAJIB PAJAK *)

WALI KOTA PAREPARE,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

M TASMING HAMID

NU WAﬁA



LAMPIRAN XI

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

A. SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK REKLAME

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Kepada Yth.
............................... a
PERHATIAN :
1. Harap Isi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak [_]yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada
Jl. Veteran No. 16 Parepare langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .......... XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
| 1. Nama Badan / Merek Usaha R O S S
2. Alamat (fc surat keterangan domisill dllarnplrkan) — B
- Dusun/Jalan/RT ceseeccsecssssesesesss  eesevessssssss
- Kelurahan 200000 eseseseseseseses  eesesecsecsses
- Kecamatan o _ aessessssesessesssssse __sssssssesssnss
- Kobm === 000 % essssesssssesss ____ esesessssssesesssesess _eeessecescessse
N - NomorTelepon % L..iicseececes  eeeescescsecesescsscss  essessssescsse
- Kode Pos - I ]
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan) B B
! - Nomor Induk Berusaha BE— _NO. soceccsssssssvsssces sese TR .cceveecccanee
- SuratIzin NO. cocecen ssessssssssssssse T .ceccocsscssse
- Surat Izin e T casssmesevoses
- ___Surat Izin M sesrsvssrsrrsmssvonnsves TR ssecosssccsnss
4. Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)

Makanan dan/atau Minuman

Jasa Perhotelan

Jasa Kesenian dan Hiburan

Jasa Parkir

UL

Jasa Uistrik

Penyelenggaraan R

Pengambilan dan/atau | Pemanfaatan Air Tanah

[ Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan
[__1 Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet
LaiNnya ....cccoevenesannaanes s o =
Lainnya .....cooeenenianananns

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

. Nama Pengambll / Pengusaha
. NIK

7. Alamat Tanmmgal (Melampirkan Idenutas 4_gila_porkan)

Kelurahan

Kecamatan

Kota

Nomor Telepon

Kode Pos

. Kewajiban Pajak

PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

PBIJT Atas Jasa Perhotelan

PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

PBJT Atas Jasa Parkir

LU0

PBIT Atas Jasa Uistrik

Pajak Reklame

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak .....ccoeseresnnncane:

Parepare,
Nama

Tanda Tangan

LAMPIRAN
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LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
PAJAK REKLAME

NO. sssasssinsvaniinans
KOP NASKAH
PERNGKAT DAERAH
N.P.W.P.D
FORMULIR ISIAN DATA REKLAME INSIDENTIL
IDENTITAS WAJIB PAJAK (PEMILIK REKLAME)
1 Nama Penyelenggara
2 Alamat
No. Telp / WA :
3 Penyeclenggara Reklame E Vendor D Perseorangan
DATA REKLAME YANG DISELENGGARAKAN
REKLAME INSIDENTIL
a. Baliho e. Balon Profil/Gate I. Film/Slide
b. Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Banner f. Poster j. Udara
c. Peragaan g. Selebaran/Brosur/Leafleat k. Apung
d. Tenda h. Stiker/Melekat I. Suara
1 Judul Reklame (Teks Utama) : 2 Ukuran Reklame : Ps e m?
Logo Yang Ada BE s M?
W= i m?
3 Lokasi / Alamat Penyelenggaraan :
e.
f.
4 NJOPR (Nilal Jual Objek Pajak Reklame) :Rp.
5 NSPR (Nilal Strategis Penyelenggaraan Reklame)
Ukuran Kelas Jalan I Kelas Jalan IT Kelas Jalan IIX
<10 Rp1,600,000.00 Rp1,000,000.00 Rp500,000.00
BALIHO 10 M -15M? Rp1,800,000.00 Rp1,200,000.00 Rp600,000.00
15.01 M? - 20 M? Rp2,200,000.00 Rp1,400,000.00 Rp800,000.00
> 20M Rp3,000,000.00 Rp1,600,000.00 Rp1,000,000.00
0.1 M -1 M Rp30,000.00 Rp20,000.00 Rp10,000.00
|  KAIN/SPANDUK 101 M*-2M Rp80,000.00 Rp40,000.00 Rp20,000.00
| /u“w'.‘:::’t';‘ 201 M- 30 Rp130,000.00 Rp60,000.00 Rp30,000.00
[
BANNER  3.01M-4M Rp180,000.00 Rp80,000.00 Rp40,000.00
s qaM Rp230,000.00 Rp100,000.00 RpS50,000.00
PERAGAAN = Rp400,000.00 Rp300,000.00 Rp200,000.00
TENDA = Rp100,000.00 Rp70,000.00 Rp40,000,00
6 Kuanttas (Jumlah) Penyelenggaraan : .... g Jangka waktu masa penyelenggaraan : ...
7 Permohonan Pemasangan Reklame : Tol : 5
D el D Parpargangen 9 Perhitungan Pajak :
Bila perpanjangan, tanggal jatuh tempo sebelumnya : (P x L x NJOPR) + NSPR x Tarif Pajak x JL x MP
SV S S G S PR « 10 Hasll : Rp -
Demikian formulir isian data reklame ini d Isi dan disampaikan dengan sebenar-benamya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dan atau selisih kami
bersedia dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan yang berlaku
Diterima Tanggal : Parepare,
Wajib Pajak / Vendor / Biro
( ) ( )
NIP.

KOP




NO: ceceessoscncese
KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
N.P.W.P.D
FORMULIR ISIAN DATA REKLAME PERMANEN
IDENTITAS WAJIB PAJAK (PEMILIK REKLAME)

1 Nama Penyelenggara
2  Alamat

No. Telp / WA
3 Penyelenggara Reklame H l:l Vendor :l Perseorangan

DATA REKLAME YANG DISELENGGARAKAN
REKLAME PERMANEN

a. Megatron / Videotron d. Papan (Menempel Dinding)
b. Bando Jalan e.  Branding/Grafiti
c. Billboard Bersinar - Billboard Tidak Bersinar f. Berjalan
1 Judul Reklame (Teks Utama)

Logo Vaig Ada 6 Kuantitas (vol ) Penyelenggaraan :
2 Lokasi / Alamat Penyelenggaraan :

Basaon

7 Jumlah sisi reklame : ....oceneennienn
(Jurmiah muka 0 sudut p

8 Permohonan Pemasangan Reklame :

L ................ M? l:] Baru :] Perpanjangan

T: M2 Bila perpanjangan, tanggal jatuh tempo sebelumnya :

4 NJOPR(Nilal Jual Objek Pajak Reklame : Rp.
9 Jangka waktu penyelenggaraan @ @ ..
5 SNS (Satuan Nilai Strategis) : Rp.
Tgl. : sd

a. KlasJalanI(10)=6

Lokas Pasang = LP . Kias Jalan TI (8) = 4.8

o

(Bobot 60%) :

n

Klas Jalan III (4) = 3.6
10 Perhitungan Pajak :
. >4 Arah (10) = 2
. 4 Arah (8) = 1.6

3 Arah (6) = 1.2 * Tarif Pajak = 25%
. 2Arah (4) =08

((P x L x Sisi x NJOPR) + SNS (LP + SP + TR)) x Tarif Pajak

Sudut Pandang = SP
(Bobot 20%) :

P apoce

1 Arah (2) = 0.4
11 Hasil :
. >15M?(10) = 2

. 10 sd 14,99 M? (8) = 1.6
5sd 9.99 M? (6) = 1.2

. 1s5d4.99 M’ (4) =0.8
<1M (2)=04

Rp.

s Tinggi Reklame = TR
(Bobot 20%)

P ap oo

Demikian formulir isian data reklame inl di isi dan disampaikan dengan sebenar-benamya dan apabila dikemudian han terdapat ketidakbenaran dan atau selisih kami

bersedia dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan yang berlaku
Diterima Tanggal : Parepare,
Wajib Pajak / Vendor / Biro
C ) ( )
NIP.

B. Surat
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B. SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK AIR TANAH

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Kepada Yth.
di
PERHATIAN :

11. Harap Isl dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak [_]yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada  XXXXXXXXXXXXXXX

XXXKXXXXKXXKX ' langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ..........

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merek Usaha 2RSS RIERY . e elelele s e S eAT AR e e SR e e (8N

il2.  Alamat (fc surat keterangan domisill dilampirkan)

-  Dusun/Jalan/RT Seniesieen e s B dnsies ssaben e eniesisa/eiasiease

- Kelurahan

- Kecamatan

- Kota

- Nomor Telepon

| - Kode Pos

3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan)

- Nomor Induk Berusaha P — TN 00 miorei0zoiwmminsnse
= Surat Izin MO ccissssonnsnss
- Surat Izin Tl censsmesevcoses
- Surat Izin 1 S R T T

4. Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)

Makanan dan/atau Minuman

Jasa Perhotelan

Jasa Kesenian dan Hiburan

|| Jasa Parkir

Jasa Uistrik

Penyelenggaraan Reklame

[__| Pengambilan dan/atau F faatan Air Tanah

Pengambilan dan/atau P faatan Mineral Bukan Logam dan Batuan

[ ] Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

Lainnya ....cccoevveeneceienen - il S
Lo
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
. Nama Pengambll / Pengusaha T seceldaesslanas
6. NIK .
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dllaporkan) N
- Kelurahan 8 iR e
- Kecamatan 2 st amieemBi,
- Kota S Ssaassandanane
- __Nomor Telepon 2 esesessecessus
= LT[ [ 1]
L ]

8. Kewajiban Pajak

PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

PBIT Atas Jasa Perhotelan

] PBIT Atas Jasa Kesenlan dan Hiburan

PBJT Atas Jasa Parkir

|__| PBIT Atas Jasa Ulistrik

|| Pajak Reklame
Mineral Bukan Logam dan Batuan

] Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet
B ..co0assssesosssssaras
Parepare,
Nama
Tanda Tangan

LAMPIRAN ...
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LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

PAT

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

NOMOR FORMULIR

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
WAJIB PAJAK AIR TANAH

PERMHATIAN -

1
2
3

Harap sl dalam rangkap (2) daubs dengan huruf CETAK
Ben tanda ¥ pada yang untuk
Setelah Formulir Pendaftaran ini diisl dan ditar

yang

harap

dikinem melalul Pos paling lambal tanggal . ... :

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Nama Badan / Merek Usaha

Alamat (fc surat keterangan domisili dilampirkan)

Jalan No

RT / RW/ RK
Kelurahan
Kecamatan
Kabupatern/Kota
Nomor Telepon

D000, 0,0,0,0,0,0,0.0.0,0,0,0,0,0,0,0,0.0.¢,0,0,0,0,0,0,0,0.0,¢,¢,0,0,0,0,¢

Kode Pos :r I I

Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan)

Surat Izin Tempat Usaha
Surat Izin
Surat Izin
Surat 1zin

KELOMPOK WAJIB PAJAK

1

Kegiatan Pelayanan Jasa Sosial

Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

Sektor Pertanian

alwin

Kegiatan Dengan Tarif Khusus

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

7.

Nama Pemilik / Pengelola

Jabatan

4 (e

Al

surat k gan domisili dilampirkan)

(
\ L

Jalan No

RT /RW/ RK
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Nomor Telepon

Kode Pos - I l I

|B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

|

1. NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)

o
-

Usaha Bidang Pendidikan / Pelatihan
Usaha Pelayanan Kesehalan
Pabrik Es

Dred

P Air mineral

Usaha Jasa Cuci Pakaian / Loundry

Usaha Jasa Cuci Kendaraan

Usaha Rumah Kost

Pertokoan

Usaha Perkantoran

10 Restoran (Warung, Kios dan Café)

11 Hotel (Penginapan, Wisma, Losmen dan Sejenisnya)
12 Usaha Jasa Hiburan

13 Usaha Jasa Salon dan Perawatan Tubuh Lainnya
14 Kegialan Perdagangan Lainnya

15 Usaha Pertanian

18 Usaha Perkebunan

17 Usaha Pelernakan

18 Usaha Pernkanan

19 Usaha Pertanian Lainnya

PDAM

21 Usaha Jasa Pelabuhan

88285888

C. PERNYATAAN
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B

|lc. PERNYATAAN .
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibal termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya alau yang|(
beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK

Nama Jelas / Cap Stempel

|lp. DIISI OLEH PETUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH
Masa Pajak Mulai berlaku 3 [ R e

Diisi oleh petugas admin pendataan
NPWRD yang diberikan :

KEPALA JXOOOOOXXXXXXX PETUGAS LAPANGAN

NIP. Nip.

Mengetahul :
KEPALA XXOOOOOOOOKXXX

Nip.

C. SURAT



C.
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SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK BARANG JASA TERTENTU

1. MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Kepada Yth.
.............................. a
PERHATIAN :

11. Harap isi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda V pada kotak [_]yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T ———— langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ..........
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
| 1. Nama Badan / Merek Usaha 2 palieasaes e R T I
2. Alamat (fc surat keterangan domisill dilampirkan o i~
-  Dusun/Jalan/RT HER R esssecesssssssescaanns cesesssesssase
- Kelurahan 8 s Be TRy o= T e A ..
- Kecamatan S seisasiseieemeveias sibiaisesaies e 0ale 0.0 0 8 0.0 oo _sessses sssssse
- Kota S cosspsemasess __ eseivesisesiises e siieevs: deuwsimiseieiaiereratere:s
= _Nomor Telepon S cecevesecsesss  cessessessessssessss .. sesecas seseens
- Kode Pos s
e I I
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan) - ) B o
- Nomor Induk Berusaha _ MO. sseecssseses ssessssscssce TP ceovsvecvccnss
-  Suratlzin No: sissisinenssnnasanat i aare Wl csacinsaonben
- Surat Izin NS o5 as soivies soviesvieeississess TP ssassmweoesses
- Surat Izin N R T ssesivnionsasnss

4. Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)

Makanan dan/atau Minuman

Jasa Perhotelan

[__] Jasa Kesenian dan Hiburan

Jasa Parkir

Jasa Uistrik

Penyelenggaraan Reklame

[__| Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

1 Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan

[__1 Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

LaiNNya ....ccovsensannannes -
LBV .ooi oo cososmasisassss
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
5. Nama Pengambll / Pengusaha T seesisaassenae
. NIK -
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dllaporkan) -
- Kelurahan R
- Kecamatan T P
- Kota $ Sisassindesnis
- __Nomor Telepon 3 esvsecsecssss »
= g I I I

. Kewajiban Pajak

PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

PBIT Atas Jasa Perhotelan

[ ] PBIT Atas Jasa Kesenlan dan Hiburan

] PBIT Atas Jasa Parkir

|| PBIT Atas Jasa Llistrik

Pajak Reklame “_
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -
Pajak Air Tanah T
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak ...cccoinnesnssancnnee
Parepare,
Nama
Tanda Tangan

LAMPIRAN . . .
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LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

KOP NASKAH PENDATAAN WAJIB PBJT ATAS MAKANAN
PERANGKAT DAERAH DAN ATAUMINUMAN
| Masa ...
[ Tulis masa®duian dan tahun yang dilaporkan
| N.P.W.P.D
i I T O S ) [ O NG £ cecemsrmmrsmssmreres
IA. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH
NAMA USAHA
NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT WANB PAIAI . 0t s s ey binatassos s o s B S S
[
:B. INFORMASI UMUM WAJIB PAJAK DAERAH
liomor moukBERUSAME Berfaku s/d igl
tufis nomor dan tanggal surat izin tulis tanggal masa berlakunya
INFORMASI LAIN ATAS USAHA WAJIB PAJAK
KOMPONEN KARYAWAN KARYAWAN TIDAK TETAP / HONOR
Direksi i Ol Direksi
ag Org Manager
P Org Pelaksana
MENGGUNAKAN MESIN KAS REGISTER  D— " 1 moax
MENGGUNAKAN BILL YANG DIPERFORASI [ 1va [ | Tioak
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN USAHA C—va [ mioax

D Sederhana D

Memadal/Cukup

JIKA TELAH MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, SISTEM PEMBUKUAN YANG DITERIMA ADALAH

[ saik sesuai dengan prinsip akuntasni yang lazim

WAKTU OPERASI
- Jam Operasi mulai jam

- Operasi Per Bulan

Jumlah harl operasi untuk masa / bulan yang dilaporkan .

jam ...

IC. DISI OLEH PENGUSAHA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

NO MEJA YANG TERSEDIA

JUMLAH KURSI

JUMLAH EPNGUNJUNG RATA-RATA PERHARI

|D. DIISI OLEH PENGUSAHA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN / SELF ASSESMENT

1. Jumiah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dan awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu
a. Masa Pajak : Tgl... B -TOH covscessessonsrcsssseessrrmrpsssassmnesis
b. Dasar Peng (Jumiah F Y 8 TP ssaicasishsviinsisssosovismosneisanaidasids
yang diterima)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) g
d. Pajak Terhutang (b xc) S RP G s G SRR Rl
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutlang untuk Masa Pajak g (L R { Py dok )]
a. Masa Pajak 2 WO neamncamrmueerpeieosssmststarsrsssssse [ 7,- B § - O SR V.
b. Dasar Peng (Jumiah P y I o S A S SSss
yang dilerima)
| c. Tanf Pajak (sesuai Perda)
| d. Pajak Terhutang (b xc) S IR cavassiasivasansansssasansansaanne sasssstos
E. PERNYATAAN
Deng: y P hnya atas seg akibat ketentuan pen o gan yang saya atau yang ben kuasaj
menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahuk diatas b lamp dalah benar, gkap dan jolas

Diterima oleh Badan Ki gan D: h Kota Parep

Tanggal ....

Nama Jelas / Cap Stompol

. Tahun

WAUIB PAJAK

T “Nama Jelas / Cop Stompel

2.JASA . ..




2.

JASA PERHOTELAN

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Kepada Yth.
e p:
PERHATIAN :

11. Harap isl dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak [__]yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada  XXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVY VY VY tau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ...... o
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
[ 1. Nama Badan / Merek Usaha B e R R e
2. Alamat (fc surat keterangan domisill dilampirkan; - § -
- Dusun/Jalan/RT cesesesssesase
- Kelurahan seesecescseretacanas - cevesscaaas |
- Kecamatan Peeceess ececcse tesesessasasanas ceses sescssscaacan
- Kota 2 evescasccnncns cteesccacaas teecssecees
= Nomor Telepon e I 2 3 SO sosscscsas . sssetsssessnse
- Kode Pos H
aaRke S | T ] :

3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan)

- Nomor Induk Berusaha _  NO. i.cececsss $seesesesssase 3 1, | -
- Surat Izin MO issssvsnsensacanas o5 sasie T ecucsnsssnsnss
- Surat Izin NOL s o0 snwessivissesessssss TP csussmsevsses
- Surat Izin N e R T civansnnasaan.

4. Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)

Makanan dan/atau Minuman

Jasa Perhotelan

Jasa Kesenian dan Hiburan

|| Jasa Parkir

Jasa Uistrik

Penyelenggaraan Reklame

| Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan

[__1 Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

Lainnya ....cccceeeeeinnnnennn B S
LAINNYA .oooevennainnnncananns
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pengambll / Pengusaha B
. NIK $ sursasisaae e
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan) -
- Kelurahan T
- Kecamatan HE T T
- Kota $ Sisassandesnis
- __Nomor Telepon 2 smmisivaseeeee viv
=tolbs g I
Kewajiban Pajak
PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman
|| PBIT Atas Jasa Perhotelan
] PBIT Atas Jasa Kesenlan dan Hiburan
PBIT Atas Jasa Parkir
|| PBIT Atas Jasa Uistrik
Pajak Reklame D
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ]
Pajak Air Tanah
| Pajak Sarang Burung Walet
PBIBK ...ccco0eonomssossssses
Parepare,
Nama
Tanda Tangan

LAMPIRAN . . .



-10-

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

JASA PERHOTELAN

NOMOR FORMULIR
KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
; FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
i WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN
Kepada Yth.
| T
i
i PERHATIAN -
1 Harap isi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAX
2 Boritanda Ypadakotak [ ]  yang untuk yang
3 Formulir F Ini diisi dan gani, harap x kepada  XOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  tangsung atau
I dikirim melalul Pos paling lambat tanggal ........
j
JA.  DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1 1. NemaUsaha/Badan/MerekUsah® ¢ iiceeannsasses sessssessesiodisssaanse’  seessecisseses
|
2. Alamat (fc surat keterangan domisili dilampirkan)
| - JalanNo =l ieiieiiiies eeessessessssrsssssese sesssasssssaes
- RUIRWIRK:. = & sisseemsasees sevasssdiasemsesemwess) ooy
= Kalurmlsly === 3 Seeseeensssdas 000 Seneesad i sdsnARsaRsEAEn 0 semassaneess
- Kecamatan =00 o eeeeeeccsess sesssssecevessassysecs  sessscsscccese
- Kabtpan/olR === P cessasesmsssme 000 sewsseesseweessewgesss.  eeseeesseeee
= NomorTelepon = 2 iiiicesssessss ssssssssssesesssebsses  ssessevseses
- Kode P
- N ) [
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan)
- Nomor Induk Berusaha NE: cvaivaeseat snRATEES T cssvsaascanass
- Surat Izin NE: Svvsadsasmaassisanasiiniels T --veeevicssces
-  Surat Izin N oovcosoesoncessnssnns®ns T Sonsiamisvaiaeses
- Surat Izin WO onvrevoseesvesssumeesens W consBonpme
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
4. Nama Pemilik/Pengelola @ @ L...o.ieiaaann
NIK T didaesessssses
Alamat (fotocopy surat keterangan domisili dilampirkan)
- JEENG 3000000l ceeevseessasieie. 0000 sgessesesmsesdeyesssas
« ‘RTIRWIRK: = f sadwmwedesa@ss  seseseeeasevsanesaveeas
= BRSNS 3000 T adaghsanipeesas 00000 agsessisesesasseavdeesid
. Khcamatall @@= 0000 3 ewssvesdsesie 020 skesmeaecereeleeiensaesoe
- Kabupaten/Kota I eieiiiiiiiace eeeeeeeeeaesaeeaieaaes
- NomorTelepon 000 1 ceiiesiiiiices seeiiasessecssaescnaen
- Kode Pos :
LI 1T T [ ]
lB. DIISI OLEH PENGUSAHA JASA PERHOTELAN
[ 2 Jasa Perhotelan 01 Hotel 07 Wisma Pariwisata
02 Hostel 08 Pesanggrahan
03 Vila 09 Rumah Penginapan/Guesthouse/bungalo/resort/
! 04 Pondok Wisata cottage
I 05 Motel 10 Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai
06 Losmen hotel
1 Glamping
2. Tarif dan Jumlah Kamar :
No. Golongan kamar Tarif (Rp.) Jumlah kamar
! 3 Fasilitas dan jasa Pelayanan .
l Kamar Banguet __j Pijat Fitnes
l Resloran Bar/l.ounge Jacuzzi
{ Coffe Shop Kolam Renang - Mandi Uap
i Ruang Pertemuan/Ballroom Gym/Fasllitas Kebugaran Sauna e
| Laundry/Dry Cleaning | Kiub Malam Spa

C. PERNYATAAN
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[C. PERNYATAAN If
Dengan menyadari sepenuhnya alas segala akibat lermasuk sanksi-sanksi dengan ketenluan perundang-undangan yang berlaku, saya alau yang berﬂ
kuasa menyalakan bahwa apa yang telah kami benitahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK

Nama Jelas / Cap Stempel

. DIISI OLEH PETUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH

Masa Pajak Mulai berlaku ST orssrecsssitissuoomionsiiinieas
Diisi oleh petugas admin pendalaan
NPWRD yang diberikan :
KEPALA XOOOOOOXXXXXX PETUGAS LAPANGAN
NIP. Nip.
Mengelahui :
KEPALA XXXXXXXXXXHXXXXXX
Nip.

3 JASA. ..
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JASA PARKIR

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

PERHATIAN :

Harap Isl dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK
Beri tanda Vv pada kotak [__]yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Jl. Veteran No. 16 Parepare langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ..........

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

l1. Nama Badan / Merek Usaha B esbesRS . e sreielesEaE

- Kelurahan

ECRELE CUN EUN O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kecamatan .
- Kota SR s  ae s sraveiTaTe e
= Nomor Telepon cesesssccvess e sessssescses
|- Kode Pos

L |

Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan)

- Nomor Induk Berusaha I sy e v e soevve T ecosveveewesiae
- Surat Izin NO. coceeceens o) e aieale e essase TGOl escussssessssse
- Surat Izin No. cco.000 ssssssscsescssnss VOl ceoccssecsscssss
- Surat Izin NO _sosvvssnnsmsrinenssmesess ssecnssesssass

4. Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)

Makanan dan/atau Minuman

Jasa Perhotelan

Jasa Kesenian dan Hiburan

|| Jasa Parkir

Jasa Uistrik

Penyelenggaraan Reklame

| Pengambilan dan/atau u Pemanfaatan Air Tanah

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan_

[__] Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

T R— B -
LBINWA ...cocoscsecsscesssssss
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pengambll / Pengusaha T seesiiaasanniss
NIK § sueeeinisiaaie e
Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan) B
- Kelurahan S sieveisisiaiveseraikaiels
- Kecamatan 3 sness @i empes
- Kota $ Licacsansesnns
- __Nomor Telepon __3 emeiewasimeeees
— g I I .
Kewajiban Pajak o

PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

PBJT Atas Jasa Perhotelan

PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

PBIJT Atas Jasa Parkir

__| PBIT Atas Jasa Llistrik

___| Pajak Reklame

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

L__l Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

ak ..... ssossscssssssssans

Tanda Tangan
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4. JASA KESENIAN DAN HIBURAN

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Kepada Yth.
TR 2
PERHATIAN :

[T. Harap isi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda V pada kotak [_]yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah Formulir Pendaﬂzran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ..........

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

| 1. Nama Badan / Merek Usaha R el ST e S PR R e e, Ve

2. Alamat (fc surat keterangan domisill dllamplrkan)

-  Dusun/Jalan/RT D R P ceceseconccn

- Kelurahan 8 (esisis ol Te T s Y e el vt incs .
- Kecamatan S eecssssecsesaa tesesessssassscssas s  sesssesssass .o
- Kota 2 cssecssscsanss ctecescccsan
= Nomor Telepon $ cecevesccvevss  ssssssssss sesececsans ceteteseanenns

I S —— | [T 1 1

3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat 1zin dilampirkan)

- Nomor Induk Berusaha P ——— TR covvsvsosenoes
- Suratlzin i s O
- Surat Izin Tgl O R I
- Surat Izin ] M R T R I

4. Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)

Makanan dan/atau Minuman

Jasa Perhotelan

Jasa Kesenian dan Hiburan

: Jasa Parkir

[ Jasa Uistrik

Penyelenggaraan Reklame

[__| Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan

LBIONWYD ...cissecsssessosssssiss

Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pengambll / Pengusaha S seentsaecaeniae

NIK I

7: Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

Kelurahan S cicesinareeesaieis

- Kecamatan : Sk e anes

- Kota N S SEsassamaswnis

- Nomor Telepon e e ..

- Kode Pos g I N |

. Kewajiban Pajak

PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

PBJT Atas Jasa Perhotelan

PBJT Atas Jasa Kesenlan dan Hiburan

PBIT Atas Jasa Parkir

PBJT Atas Jasa Llistrik

Pajak Reklame

‘ s Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak ....cccvneereeniennns

Parepare,
Nama

Tanda Tangan

LAMPIRAN . . .
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LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

JASA KESENIAN DAN HIBURAN

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

O

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

NOMOR FORMULIR

Kepada Yth

PERMHATIAN :
1 Harap isi dalam rangkap (2) dituks dengan hunsf CETAK

x Beri tanda Vpadakotak [_] yang untuk j
3 Setelah Formulir Pendaftaran ini dasi dan

KepadE X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX isstine shic

¥

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

.=

Nama Badan Usaha / Merek Usaha

Alamat (fc surat keterangan domisili dilampirkan)
Jalan No

RT / RW/ RK

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kola

Nomor Telepon

Kode Pos

Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan)

Nomor Induk Berusaha
Surat lzin
Surat 1zin
Surat Izin

Bidang Usaha (Harap isi

1
2
3

Hotel
Pajak Hiburan
Lainnya

TERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pemilik / Pengeiola

NIK

surat

Jalan No
RT/RW/ RK
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Nomor Telepon
Kode Pos

'

DIIS| OLEH WAJIB PAJAK

1

=

01

lokasi tertentu
02 P
03
04
05
06
07
o8
08

ray

Kontes Kencantikan
Kontes Binaraga

Pertunj Sirkus, Ak dan Sulap

Olah

Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Diselenggarakan
Tontonan Film atau bentuk tontonan audio visual lai

Kesenian, Musik dan Tari, dan/atau busana

Pacuan Kuda dan perlombaan Kendaraan Bermolor
B 2 .

Tarif (%)
10%

Y langsung di suatu
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

ga F gan mengg!

v

10 F

Air, W

Pijat dan Pijat Refleksi |
Karaoke, Kelab Mal

A s

1

Panti
12 Disk

=3
[q

2

Jumiah Meja / Mesin
(Khusus untuk Billyard, P

Ekologl, Wahana Pendidikan, W

Bar dan Mandi Uap/Spa

tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk

10%

Buday Salju, Wi
dan Kebun Binatang
10%

40%

Buah

Ketangh
3 lah kamar / R

(Khusus untuk Panti F;l;al. M

Uap, K

C. DIISIL. . .
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i
E DIIS| OLEH PENGUSAHA JASA KESENIAN DAN HIBURAN
1. Penjualan karcis dengan mesin register D 1 Ya
2 Tidak
2. Mengadakan Pembukuan / Pencatalan D 1 Ya
2  Tidak

|lc. PERNYATAAN
Dengan menyadan sepenuhnya alas segala akibal lermasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang||
ben kuasa menyatakan bahwa apa yang lelah kami beritahukan tersebul di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

PAISDRID, <. ceocvmrssssisrsrsrossenons Tahun
WAUJIB PAJAK
Nama Jelas / Cap Stempel
lo. DIISI OLEH PETUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH
Masa Pajak Mulai berlaku S TOL (ovisinsisasoabessistvarosiios
Diisi oleh petugas admin pendataan
NPWRD yang dibenkan :
KEPALA JOOOOCOOOOXX PETUGAS LAPANGAN
NIP. Nip.
Mengetahui :
KEPALA XOOOOOOOXKXXXX
Nip.

D. SURAT



-16-

D. SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK SARANG BURUNG WALET

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

PERHATIAN

1.

Harap Isl dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK

Beri tanda V pada kotak [__]yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
Ratalah Farmuilir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada |
XXXXXXXXXXXOOOO0Ox € 1angsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Nama Badan / Merek Usaha

Alamat (fc surat keterangan domisill dilampirkan)

Dusun/Jalan/RT

Kelurahan

Kecamatan

Kota

- NomorTelepon 3 ,.cecsscesesss  esssssssssssss

- Kode Pos

3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat 1zin dilampirkan)

- NomorIndukBerusaha =~ NO. cceseeecrnssananna

Surat 1zin

Surat Izin

Surat Izin

. R I

Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)

Makanan dan/atau Minuman

Jasa Perhotelan

Jasa Kesenian dan Hiburan

Jasa Parkir

Jasa Uistrik

Penyelenggaraan Reklame

| Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

Lainnya

Nama Pengambll / Pengusaha

NIK

Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Idenﬂtas ying dilaporkan)

Kelurahan

Kecamatan

Kota
- NomorTelepon i ieiieecacecens

Kode Pos

Kewajiban Pajak

PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

PBJT Atas Jasa Perhotelan

] PBIT Atas Jasa Kesenlan dan Hiburan

PBJT Atas Jasa Parkir

PBIT Atas Jasa Llistrik

Pajak Reklame

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

PBJAK ...coco0e0000000000000s

Parepare,
Nama

Tanda Tangan

LAMPIRAN . . .
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LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

PAJAK SARANG BURUNG WALET

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Kepada Yth.
.............................. 2
PERHATIAN :
|1. Harap Isi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak [_]yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
JI. Veteran No. 16 Parepare langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ..........
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
j 1. Nama Badan / Merek Usaha 2 iRl SRR e eleleiee e HHRRXXRXXXKKKRXXKRXKKIXXXXXXX
i2. "1 domisill dilampirkan ; .- N
T OYXOOOOOOXNXXXX XX XXX XX XX & o B T
- Kelurahan D o eescsessses cos |
- Kecamatan R S seinsisie e ee.oe A __ ialeaieiels eleie e elele 5lsse e o sidies el s e mwle
- Kota £ cesaistses e s AR
B - _Nomor Telepon $ cecsssscessass cecscssss ceccecsase csssssssvssncs
- Kode Po: :
. — & [ 1 1 1 | -
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin dilampirkan) N . o
- Nomor Induk Berusaha D _ NO. soveceses sevovses e vviewiore TR coooses T
- SuratIzin NO: aissisieninas e et WO senensieebena
- Surat Izin T —_— ) T cecosvosessnss 3
- __Surat Izin MO sosssssnsasrsmenvamesves T csecvssscssnss
4. Bidang Usaha (Harap isi sesuai dengan Bidang Usahanya)
Makanan dan/atau Minuman -
Jasa Perhotelan
Jasa Kesenian dan Hiburan o o
|| Jasa Parkir o -
Jasa Uistrik
Penyelenggaraan Reklame
[__| Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah B : —
Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1 Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet
. R rm— . —
IR oo snssassassisosson
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
. Nama Pengambll / Pengusaha T ssenstdaecalanise
6. NIK £ SeoinRET P
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan) N
- Kelurahan $ s R
- Kecamatan : oot s @ niies
- Kota $ cossssssansans
- __Nomor Telepon % essewssesssssis
~—Kode Pos o N
. Kewajiban Pajak )

PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

PBJT Atas Jasa Perhotelan

PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

PBIT Atas Jasa Parkir

|__| PBIT Atas Jasa Llistrik

|| Pajak Reklame

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

]| Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet
ak ..... ssvessisssebisbins
Parepare,
Nama
Tanda Tangan

KOP. ..
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KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

FORMULIR PENDATAAN

PAJAK SARANG BURUNG
WALET

Tanggal Pendataan

A. NPWPD

HEREENEEEEEE

| B. NAMA WAJIB PAJAK

C. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

D. ALAMAT WAJIB PAJAK

| E. NAMA USAHA

ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN /

F. UsAHA

G. KELURAHAN / KECAMATAN

H. TELP / HP

Petugas Pendata

KOLOM A

KOLOM B, C, D, E, Fdan G

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Diisikan sesual dengan yang tercantum dalam Surat Izian Usaha yang berlaku
(apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan / lokasi usaha

E. SURAT . ..
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E. SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

DAN BATUAN

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

PERHATIAN :

maﬁnum(&ﬁmwwu'm

untuk ja

ini dilsi dan ditand:

harap B
hmmﬂmmﬂmﬂhpﬂmhmw

3. &ntmmm(fmym_ML

Nomor Induk Berusaha

......................................

......................................

= Suratlzin

4. Bidang Usaha (Harap isl sesuai dengan Bidang Usahanya)
==

.........

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NU WAﬁA

WALI KOTA PAREPARE,
TTD

TASMING HAMID



LAMPIRAN XII

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

A. SKPD pada PBJT, PAJAK REKLAME, PAT dan PAJAK SARANG BURUNG WALET

N
KOP NASKAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH No. Urut
PERANGKAT DAERAH (SKPD) OO/ IO KOO0
Tahun : 00
Nama Pengelola I 00000TOOCOTTOOTONK NPWPD I 0000OCOOCOCTOOCOOK
Alamat Pengelola I 20000TTOOTTIOOOOOOK Nama Usaha I 000000000COOOOOTONK
Tanggal Jatuh Tempo 2000CCCOOCCOOOCOOOK Alamat Usaha 2OOCTOOOOTOOOOOOOK
Kategori Usaha 2OCOOOOOCOTOOOCOOONK
No. Kode Rekening Jenis Pajak Jumlah
1 PERDA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
0O
RETRIBUSI DAERAH
PAJAK...........
MASA PAJAK : 0000000000000 Rp. 200K
Rp. X>X000000000000K X ...oes! %
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp. HKOOOOCCOOOOTTONK
Denda Rp. 2000CTOOTOTOTOOK
Jumlah Keseluruhan Rp. HOCOCCOOCOOOTOOK

Dengan Huruf

PERHATIAN :

2
berwenanqg

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima BADAN KEUANGAN DAERAH, Bank Sulselbar/Pemegang Kas Daerah
Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank atau yang

3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terkahir dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per Bulan.

Parepare, 0000000000000k
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

Dengan Huruf

Gunting di sini .
TANDA TERIMA

Nama IOOTOOOTOOOOTIOOOOOTOTNK Nomor I 000000COTOOO00COOK

Alamat I 00COOOTOOOOOOOTCTOONOTTOTOK NPWPD I 00CIOCTOOOTTTTOOOK

Subjek Pajak I 2000000CTOCTOOOCOCOOOOOOOK

Masa Pajak I 000O00OCOOOTOCOCOOCIOOOOOOK

Jatuh Tempo IOCCOOCTOOITOOTTOOOOTOOOOK Parepare, /- /

Nilai Pajak 2OOOOOCOOCOCOCOCOOTOOOOCOK

Yang Menerima

Wajib Pajak Petugas Pajak

b. SKPDKB
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B. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN pada PBJT, PAJAK REKLAME, PAT
dan PAJAK SARANG BURUNG WALET

1. SKPDKB
KOP NASKAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR No. Urut
PERANGKAT DAERAH (SKPDKB) YOI OO FOOK
Tahun : 000
Nama Pengelola 0000000000000 NPWPD I X00000ORCOOOOOOK
Alamat Pengelola I 000000OOOCONNNKXX Nama Usaha D 0000000N0O000ONK
Tanggal Jatuh Tempo 1 0000000ONNNXXX Alamat Usaha I 0000000000000
Kategori Usaha I 00000000000000000K
No. Kode Rekening Jenis Pajak Jumlah
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
o RETRIBUSI DAERAH
PAJAK....cccunre
MASA PAJAK : 500000000000000¢ Rp. YOCOONICOOOOONKK
Rp. X3000000000000K X ... %
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp. YOOOOOOTTCOOCOOK
Denda Rp. OOOOOOCOCOOOOK
Jumlah Keseluruhan Rp. JOOCCOOOCOOTONK
Dengan Huruf
PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima BADAN KEUANGAN DAERAH, Bank Sulselbar/Pemegang Kas Daerah
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank atau yang

berwenang
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terkahir dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per Bulan.

Parepare, X00000000000KKX
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

200000000
JOOOOOOAOOOOOOOOOOONK
NIp. X>000000000000000K
GUNUNG dESINL ciiiiicsniiasisiiimmansissisasssivsessisasossiissassssssnsss
TANDA TERIMA
Nama ! 0000000000000 Nomor I 000C0000000ONO00N
Alamat 1 00000000C0NCOOOVOOOOOOONK NPWPD I 000000000OC00O00K
Subjek Pajak I X00000000000CO0000000000000XK
Masa Pajak I 00000000000000000000000000NK
Jatuh Tempo I 30000000C0000000O0C0OOO0OONK Parepare, Y /
Nilai Pajak I 20000000000OOOOOCCOOOOONK
Dengan Huruf I 0000000000000TNONK Yang Menerima

Wajib Pajak Petugas Pajak

2. SKPDKBT. . .



2. SKPDKBT

KOP NASKAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN No. Urut
PERANGKAT DAERAH (SKPDKBT) 0O ] YOO JOOOXK

Tahun : 3000

Nama Pengelola I 20000000000000000K NPWPD I 0000000000000

Alamat Pengelola 1 20000000000000CCC0XK Nama Usaha I 0000000000000

Tanggal Jatuh Tempo 1 0000000000000OOONK Alamat Usaha I 00000000000000X

Kategori Usaha I 00000000000OOOONX
No. Kode Rekening Jenis Pajak Jumlah
50000 PERDA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN

: RETRIBUSI DAERAH
PAJAK.....couu..
MASA PAJAK : 300000000000000( Rp. YOO
Rp. X500000000000XX X ... %
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp. YO00OOOCOOOOOOK
Denda Rp. YOOOOOOOOCOOOOK
Jumlah Keseluruhan Rp. J000OCCOOCOCOOONK

Dengan Huruf

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima BADAN KEUANGAN DAERAH, Bank Sulselbar/Pemegang Kas Daerah

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank atau yang
berwenang

3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terkahir dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per Bulan.

Parepare, X0000000000000¢
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

NIp. X0000000000000000K

Gunting di sini
TANDA TERIMA
Nama I 30000000CO0COOOOIOCOTOOONNK Nomor I 0000000000000
Alamat I 0000000000OO00OC000CO000ONK NPWPD I 0000000000000
Subjek Pajak I 000000000CCOOO0CO000000CO0NK
Masa Pajak I 0000000000COC0CO0ODOCO00K
Jatuh Tempo I X000000000C0000CO0OOOCOONK Parepare, / /
Nilai Pajak I 0000000000COOOOOCIOO0OCXK
Dengan Huruf 1 000000OCOCCOOCOOOOCOOOOOOK Yang Menerima

Wajib Pajak Petugas Pajak

3. SKPDLB . ..



2. SKPDLB
KOP NASKAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH No. Urut
PERANGKAT DAERAH LEBIH BAYAR X000 KOO/ SO0OOK
(SKPDLB)
Tahun : %000
Nama Pengelola I 3000000000C0COOO0XK NPWPD I 0000000000000
Alamat Pengelola I 3000000000C0CCOOOXK Nama Usaha I 00000000C00O0ONNK
Tanggal Jatuh Tempo 1 000000000COCO000XK Alamat Usaha I 00000000000COONK
Kategori Usaha I 0000000000000
No. Kode Rekening Jenis Pajak Jumlah
1 JOCOCOOOCONK PERDA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
PAJAK.....cconnn
MASA PAJAK : 0000000000000 Rp. 20000000000
Rp. Xx000000000000XK X .eves %
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp. 200000000000
Denda Rp. Y0C00CO00COA0OOK
Jumlah Keseluruhan Rp. X0C0000OOCOCONX

Dengan Huruf

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima BADAN KEUANGAN DAERAH, Bank Sulselbar/Pemegang Kas Daerah
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank atau yang
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terkahir dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per Bulan.

Parepare, X0000000000000

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

Nip. X00000000000000KXK

Gunting di sini

TANDA TERIMA
Nama I X000000000000OC0O0ONOCOI0NNK Nomor I 0000000000000
Alamat I X000000COOOOTOOCOOOOOONK NPWPD I 0000000000000
Subjek Pajak I X00000000C00CO0COCOOIOONNK
Masa Pajak I 0000000000000
Jatuh Tempo I 3000000CCO0C0CCCOOIOOTONK Parepare, / /
Nilai Pajak I 3000000000CO0CC0CCO0OBO0ONK
Dengan Huruf I X0000000C000C00OCTOONNOOION Yang Menerima

Wajib Pajak Petugas Pajak

4. SKPDN . ..



4. SKPDN
NASKAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
il NIHIL No. Urut
PERANGKAT DAERAH (SKPDN) 3000000000/ X000 X000
Tahun : x000
Nama Pengelola 1 3000000000000000000 NPWPD 1 300000000000000000
Alamat Pengelola i X0000000000000000X Nama Usaha I X00000000000000000K
Tanggal Jatuh Tempo 1 3000000000000000000 Alamat Usaha I X000000000000000000¢
Kategori Usaha I X000000000000000000
No. Kode Rekening Jenis Pajak | Jumiah
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
. RETRIBUSI DAERAH
PAJAK....cconns
MASA PAJAK : X0000000000000¢ Rp. 0000000000000 |
Rp. XX0000000000000K X ......%
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak [ro. 700000000000000%
Denda lm XOOOO000CO00000K |
Jumlah Keseluruhan lRp. JOOOCOD0000C000X |
Dengan Huruf
PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima BADAN KEUANGAN DAERAH, Bank Sulselbar/Pemegang Kas Daerah
2. Surat Ketetapan Inl dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank atau yang

berwenanq
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terkahir dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per Bulan,

Parepare, 3000000000000
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,
2000000000000000000C0C0000ON
200000000000000000000¢
NIp. X0000000000000000¢
Gunting di sini
TANDA TERIMA
Nama 1 5000000000000000000CC00000K Nomor 1 000000000000000000¢
Alamat : NPWPD 3000000000000000000K
Subjek Pajak
Masa Pajak
Jatuh Tempo Y000000000000000000000000000¢ Parepare, / /
Nilal Pajak :
Dengan Huruf : Yang Menerima
Wajib Pajak Petugas Pajak
WALI KOTA PAREPARE,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD
\,_’ TASMING HAMID

NURWANA



LAMPIRAN XIII

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

A. SPTPD PBJT ATAS MAKANAN DAN/ ATAU MINUMAN

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) No. SPTPD :
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Nama Usaha R e NPWPD: —— f saaaoumisdaasricesaisaie
Alamat Usaha S Y MasaPalak 3§ cocsssaseassaneas
No. Telp S e i e Tahun Pajak

PERHA‘IIAN :
Setelah diisi dengan huruf CETAK dan dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Paiak
2 Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap ditanda tangani selanjutnya disampaikan kembali kepada

y selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhimya masa pajak

3. Apablla pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasif
berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah

WXXXXXXXXNXX XX XXX

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

1. Data Penjualan

Jumlah Meja Buah
Jumlah Kursi Buah
Tal Omzet Penjualan Tal Omzet Penjualan
1 17__| Rp s
2 18
3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
9 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16 Sub Total Rp. 2 -
Sub Total | Rp - |Total Rp. z -
Catatan :
Masa Pajak A
RS Sl Bila Forum tidak mencukupi, dapat meberikan
Dasar Pengenaan (Jumlah Omzet) : Rp - lampiran tersendini
Lampiran I : Wajib Pajak
Tarif Perhitungan Pajak : 10% Lampiran IT : Loket
Lampiran LI : Bidang
Pajak Terutang : Rp "

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau
yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan

jelas
Parepare,  ....ceseesssensisssnnanes AN ccseeversovess
i it
::::";:::9593 Wajib Pajak / Penanggung
NIP
Cssscssisosicomsuiososss ) (o NamaJelas """"" )

B. SPTPD . ..
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B. SPTPD PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) NO.SPTPD:  ‘esvewssisansess
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN

Nama Usaha R a— NPWPD Y s e o
MaabUsaRE ¥ caccrounsccneaamans Masa Pajak e o o
No.Telp ¢ _ Tahun Pajak - N P S = e —
PERHATIAN :

1. Setelah diisi dengan huruf CETAK dan dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak

2, Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap ditanda tangani selanjutnya disampaikan kemball kepada Badan Keuangan
Daerah Kota Parepare selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhimya masa pajak

3 Apabila pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasif
berdasarkan peraturan perundang-undanqan Pajak Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

1. Jasa Hotel : | l ] 01. Hotel 07. Wisma Pariwisata
02. Hostel 08. Pesanggrahan
03. Vila 09. Rumah Penginapan/Guesthouse/bungalo/resort/
04. Pondok Wisata cottage
05. Motel 10. Tempat linggal pribadi yang difungsikan sebagai
06. Losmen hotel
11. Glamping
2. Data Penjualan : : HTM  : ADA/ TIDAK ADA
Jumlah Kamar e T Buah
Jumlah Ruangan 4 wieuninssiicerbeleinsisnssRID Buah
Tarif Kamar $ LeRDs wvssensisseiss 2. Rp. ccririrsniens 3. RP: verereciananine 4. RP. ciosevsasanes
Tal Omzet Tql Omzet
1 Rp - 17 Rp -
2 Rp - 18 Rp -
3 Rp - 19 Rp -
4 Rp - 20 Rp =
5 Rp - 21 Rp -
6 Rp - 22 Rp -
7 Rp - 23 Rp -
8 Rp - 24 Rp -
9 Rp - 25 Rp -
10 Rp - 26 Rp -
11 Rp - 27 Rp -
12 Rp - 28 Rp -
13 Rp - 29 Rp :
14 Rp - 30 Rp =
15 Rp - 31 Rp -
16 Rp - |Sub Total Rp. : -
SubTotal | Rp - |Total Rp. : -
MasaPaigk Catasan::
Dasar Pengenaan (Jumlah Omzet) : Rp " Bila Forum tidak mencukupi, dapat meberikan
lampiran bersendlrib o
i i " Lampiran I : Wajl
Tarif Perhitungan Pajak : 10% Lamgllmn S kjct 2ja
Pajak Terutang : Rp -

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau
yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan
ielas

Parepare,  ...cccsisssisisssseiens Tahun .o
Diterima Tanggal : Wajib Pajak / Penanggung
NamMa PLUGES & civiensusnsrsasseniscrasaesansassnssansrasnsnesssnsrssssssssren
NIP :
Leaiiinis Ao S el )
 (A——————) | Nama Jelas

C.SPTPD. ..
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C. SPTPD PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) No.SPTPD:  .ceeee

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA KESENIAN & HIBURAN
Nama Usaha e e NPWPD . o ___
Alamat Usaha e e e e e e e MasalPafal: @0 o o e o o
NoiTelpi: @ ‘emcsocesssmasaraaaw TahimPalk @ suscoouscacasasuaen
PERHATIAN :

1. Setelah diisi dengan huruf CETAK dan dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai  XXXXXXXXXXXXXXXX

% - a yang jelas, benar dan lengkap ditanda tangani selanjutnya disampaikan kembali kepada Badan Keuangan Daerah

k;t; r;a}er;ére selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirmya masa pajak
3. Apabila pengisian dan penyampaian tidak dipenuhl maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasif
berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

1. Jasa Kesenian & Hiburan : | l l 1 Tontonan Film atau bentuk tontonan audio visual lainnya g Olahraga Permaianan dengan menggunakan
yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tempat/ruang  dan/atau  peralatan  dan

tertentu perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
2 Pagelaran Kesenlan, Musik dan tari dan/atau busana 10 Rekreasi Wahana Alr, Wahana Ekologi, Wahana
3 Kontes Kecantikan Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju,
4 Kontes Binaraga Wahana Permainan, Pemancingan Agrowisata
5 Pameran dan Kebun Binatang
6 Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap 11 Panti Pijat dan Pijat Refleksi
7 Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor 12 Diskotek, Karaoke, Kelab Malam Mandi Uap/Spa
8 Permainan Ketangkasan
2. Data Penjualan : : HTM  : ADA/ TIDAK ADA
Jumlah Meja/Mesin $ isdassisnssivivorenevenarentss Buah (Khusus untuk Bilyard, Permainan Ketangkasan)
Jumlah Kamar/Ruangan T A e S o S Buah (Khusus untuk Panti Pijat, Spa, Mandi Upa & Karaoke)
Harga Tanda Masuk 8 X RP: csansnsainocons 24 RDs:csssosavessovsase 3RD: csomsnrervesnrs 4. RP. corverrinnnns
Tql Omzet Tagl Omzet
1 Rp - 17 Rp =
2 Rp - 18 Rp =
3 Rp - 19 Rp =
Bl Rp - 20 Rp =
5 Rp - 21 Rp =
6 Rp - 22 Rp =
7 Rp - 23 Rp =
8 Rp - 24 Rp =
9 Rp = 25 Rp =
10 Rp - 26 Rp =
11 Rp - 27 Rp =
12 Rp - 28 Rp =
13 Rp - 29 Rp =
14 Rp = 30 Rp =
15 Rp - 31 Rp =
16 Rp - |Sub Total Rp. : =
Sub Total | Rp - |Total Rp. : -
4 Catatan :
Masa Papk .
Bila Forum mencukupi, dapat meberikan
Dasar Pengenaan (Jumlah Omzet) Rp - . ‘e‘:;":ﬁﬁ pl, dapat
Tarif Perhitungan Pajak : 10% Lampiran I : Wafib Pajak
Lampiran II : Loket
Pajak Terutang : Rp -

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau
yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan
ielas

Parepare, ......usessssesssninine Tahun ..veeieennes
Diterima Tanggal : Wajib Pajak / Penanggung
Nama Petugas
NIP
( )
Gsasemasaiangi ) Nama Jelas

D. SPTPD. ..



D. SPTPD PBJT ATAS JASA PARKIR

7N KOP NASKAH

@) PERANGKAT DAERAH

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) IO SPARIEL: inewssestint

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PARKIR
Nama Usaha 3 NPWPD
Alamat Usaha e Masa Pajak
NOAED 3z B e e Tahun Pajak
PERHATIAN :

1. Setelah diisi dengan huruf CETAK dan dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesual dengan Masa
Pajak

2. Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap ditanda tangani selanjutnya disampaikan kemball kepada
X000 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak

Apablla penglsian dan penyampalan tidak dipenuhl maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksl
administrasif berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah

w

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

A. Kapasitas / Daya Tampung :a. Mobil z Unit
b. Motor Unit
B. Pelaksanaan Pembukuan : |:] Komputer :] Manual
C. Tarif ¢ a. Mobil 1). Jam Pertama RP. cvecesernnnensennnes v
2). Tlap Jam Berikutnya RP: ciiesveosssasassasssss
b. Motor 1). Jam Pertama R ciisiriervssissoronss
2). Tiap Jam Berikutnya RD: <eussve ReeseE RN
D. Perhitungan Pajak $
1. Pembayaran dari Mobil ) Rp 2 B L]
2. Pembayaran dari Motor i Rp o o ]
3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (1+2) Rp - B e D
4. Pajak Terutang (10% x DPP) Rp - S
5. Pajak Yang Telah Dibayar Rp = . =l
6. Pajak Yang Kurang atau Lebih Bayar Rp -
7. PBIT atas Jasa Parkir kurang dibayar dilunasl tanggal (dd-mm-yy)
B. DATA PENDUKUNG
Lampiran *)
a). Rekapitulasl Print Out Komputer Ada/Tidak Ada
b). Rekapitulasi Penggunaan Karsic Parkir / Lalnnya Ada/Tidak Ada
). Ada/Tidak Ada

C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadarl sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksl-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap
dan jelas

4.0 0,004 ¢ TROPRRRNIN. Tahun e

Diterima Tanggal :

Nama Petugas  : ’ Wajlb Pajak / Penanggung

NIP

Cossrsmmnsissisiinsissines ) ( )
Nama Jelas

*) Coret yang Udak periu
Keterangan :

Lembar 1 Wajib Pajak
Lembar 2 Loket
Lembar 3 Bidang

E. SPTPD
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E. SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET

Numaer  EARRCaEn
SURAT PEMBERITAHUAN Maan Pajabk
PAJAK DAERAH Tahun PSR
SeTre
¢ " Tanpga! diterima
PAJAK SARANG BURUNG WALET

PERHATIAN ;

1, Baca Peranjnk Pengivian
2, Harup dilsi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan Harul Cedak
3. Setclah diidi dan ditanda tanganiharap discrahkan kembali kepada, XXOOOOOUXXXXXXXXX  paling
lamabat 10 Hart setelah masu pajal herakhly, sekoligus meakukon pembayurans pajak
4, Keterlambatam Penyeralan SPTPD sebagaimana dimaleswd sngha 3 (dga) akan dikenakan sanksi administrasi Sesun)
peraturan daerah yang herkai

A NPWPD
EEENEENEEER|ER
B. NAMA WAJIB PAJAK :
C. ALAMAT WAJIB PAJAK
D. NAMA USAHA
E. ALAMAT TEMPAT
PENGAMBILAN / USAHA
F. KELURAIIAN / KECAMATAN 3
G. TELF. / HP 2
L DASAR PENGENAAN PAIAK Nilai Jual Sarang Burnng Walet JUMLAH (Rp.)
1 Plwrgs Pasria Sarnng Buroag Walet R R ————
1. Volume Surang Borung Walet I sememirrrieiesemeree
Jumlah {IX2) : Rp aaiageenasss
L PAJAK TERUTANG (IX Tarifl Pajak 10%) 2 RP cessesres
K. KREDIT PAJAK ;
L YANG HARUS DIBAYAR { lajur buraf J - huraf K )
M. PERNYATAAN WAIE PAJAK ATAU | Dengan menyadar] sepennhnyn akan akibat | Parcpare .
KUASANYA termasul saphksi sesusl Peraturan Dacroh Pty
yang berlaky, moka suyn menyatudan date Wajib Pajak/Yang Meloparhan
yang diivikan besertu lampirannys adalah
yang suhenar-lenaraya, latasisntaatuntantasitatittaeastatintania)
N. PEMRETULAN IDENTTTAS
1. NPWPD
Al AEERENB|ENIEN
2 NAMA WAJIR PAJAK
3. ALANAT WANIE PAJAI
4. NANA USAHA
4. ALAMAT TEMPAT I'ENGANMRBILAN / USAlla
6. KELURAHAN / KECAMAIAN 3
7. TELP /HP !
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERDATAAN
Kolom A ¢ Dlfsikun sesuui dengun dato yang adu dalim NFWED (apablio sudah ada)

Kolom B, C, 1 K, F, dan G 2 Dilalkun cevuul denpan yang tercantum dabim Surnl o Usaba yung berlnke
(apuhila sudab ado atou diled sesuni keadaan/lokasi vuaba

Kolem H o U [ PP P T

Kalom | + Dlckmn sestnl domgan data yang ada dalum lampleas STTPD untek meea g ol vang bersaaghstan
Kalom J ¢ Jumbal Dasar Pengenaon Pajabe dielilum Tarlf ¥afsh 10% (sepmtnh peesen)

Kolom K sdwanleh prmbayaran pujul yeug telah dikakobas selama seia pajal bdum berskhi

Kobum M ¢ Diewndstaniand obel Wajlls Pafek aten kuisasyu,

Kolum N § ENdRan apvuiln ads perubahun

KOP. ..



Pengumbitan ¢ Uzaha

; FENABA - SURAT PEM!::RAI,“IMTI!I\N
)| PERANGKAT DAERAH Nomor
PAJAK DAERAH Mosa pajek oo
(SFITFD) Taliun
PAJAK SARANG HURLUNG WALET
1. DATA OBJEK PAJAK
1. Tempat / Lokasi Objek Pujal
b. Benluk Bangunan Pengambilan / Usaha
c. Luas Lahan
NO Tempat / Loknsi Bennk Bangunan Pengambilon/Usaha Luas Lahan

2. REKAPITHLASI PENGANBILAN SARANG BURLNG WALET

Tanggal

Pengambilan

Harga Pesaran Volume

Nilui Jual Sarang Burunyg Walet

Jumiah Total

Farcpare,

VYang Meloparkan

LErmtrerreee eyt aeersereeyeee

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

o

7
NURWANA

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID




Nama
Alamat
NPWPD
NOPD

L

II.

LAMPIRAN XIV

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE

NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)

Dokumen yang diperiksa:

Pendapatan dan Pajak yang disetorkan:

No.

Bulan

Pendapatan

Pajak

Tgl Setor | Denda

Keterangan

1.

10.

11.

12.

Jumlah

Rp.

Rp.

Rp.

III. URAIAN . ..




III. Uraian Hasil Pemeriksaan:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

V. Kesimpulan:

1. Jumlah pendapatan dari bulan ................... sampai dengan ...................
Sebesar = RpP: oo
2.Koreksi dari Tim Pemeriksa 2 RP: sssmaamsranEs e
3.Pajak yang dikenakan =  RpP:saemasssvasssassvivesces
4.Pajak yang disetor = R ioiiviivoisiisissyisiiies
5.Selisih kurang / lebih = RPissivsvmsisssvovviveses
6.Denda = RPlaaanaasiasssie
7.Jumlah Pajak yang harus disetor =RP sssnsssssssvvsssesmssasi

1. PeT1ode csossvsisomaven 8/ usivsasmsansnvas WP v R G
2. Petiode o 8/ sosivaneass WD, e e
3. Periode: .cwicivsvismones S/d i B RPLcoavemsasvenerswvessssrmvevsinsesig
4, PeTiode «:uussvsnsussnens e T T LT T~
Jumlah Kekurangan Pembayaran R s R s nen e nnn

Parepare, .......cooceceeniiniiecnrecee e

Wajib Pajak Tim Pemeriksa:

1 ( )

2.( )

3.( )

( )
4.( )

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

TASMING HAMID

L

NURWANA



LAMPIRAN XV

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ............. tanggal..................... bulan ................... - berdasarkan Surat Tugas
Pemeriksaan Nomor .......c.cccccoeennnee..e. tanggal <o maka kami yang tersebut di bawah:
NO NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
1
2
3
4

selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:
Nama 2

NPWPD
NOPD
Alamat
dengan ini:

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Parepare
Wajib pajak Tim Pemeriksa
1 ( )
2 ( )
3 ( )
4 ( )
( ) 5 ( )

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

TASMING HAMID
%,

NURWANA



LAMPIRAN XVI

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR :

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT TEGURAN
KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Kepada Yth.
(NAMA WP)
(ALAMAT WP)
SURAT TEGURAN ....

SPTPD/SKPD/SKPDKB - (Jenis Pajak)
NOMOR: (Nomor Surat Teguran I SPTPD)

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : (Nama Wajib Pajak)
Alamat Wajib Pajak : (Alamat Wajib Pajak)
Nama Objek Pajak : (Nama Objek Pajak)
Alamat Objek Pajak : (Alamat Objek Pajak)
NPWPD : (NPWPD)
NOP/ ID OP : (Db OP)
Jenis Pajak 1 (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet)
Nomor Ketetapan SPTPD s (Nomor SPTPD)
Masa dan Tahun Pajak . (Masa dan Tahun Pajak)
Jatuh Tempo : (Jatuh Tempo)
Jumlah Pokok Pajak s (Pokok Pajak)
(denda keterlambatan 1%/bulan) (denda bertambah 1% setiap
Jumlah Denda Keterlambatan bulannya)
Jumlah Tagihan t RPXXX XXX XXX, - (Terbilang)
Kode Bayar . (Kode Bayar)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, Penurunan,
Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dimintakepada Saudara agar
melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran ....
ini bersamaan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah.

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat
mengabaikan Surat ini.Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat
segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

PERHATIAN Parepare, tanggal surat
UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7
(TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN KEPALA 30000000000000000XX

... DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH INI. SESUDAH
BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DILAKUKAN DENGAN TEGURAN .../ PENANDAAN/ KOTA PAREPARE
PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ PENURUNAN/

PEMBONGKARAN/ SURAT PAKSA/ PENYITAAN

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

TASMING HAMID

NURWANA



LAMPIRAN XVII

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
NOMOT s
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Parepare 10 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada Penggung Pajak atas Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak :
NOPPWPD/ID OP ;
Alamat ;

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp

dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pajak Tahun pajak Nomor dan Tanggal jatuh tempo | Pajak daerah (Rp)
tanggal surat*) pembayaran
Jumlah
Terbilang : paling lambat pada hari ......c....... tanggal............. bulan...sssisd 21111, PRORpIRpS——

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Parepare

KEPALA XXXXXXXXXXXXXX
KOTA PAREPARE

................................................

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan / SKPDKB / SKPDKBT / SK
Pembetulan / SK Keberatan /Putusan Banding

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

TASMING HAMID
7/

NURWANA



LAMPIRAN XVIII

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. SURAT PAKSA

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

SURAT PAKSA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Penanggung Pa]ak atas Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak e

NPWPD e e e

NOPD/ID OP e e e e

Alamat Wajib Pajak e

bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak
sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Jenis Pajak Tahun Nomor dan Tanggal Jumlah Tunggakan
Pajak Tanggal Surat *) JatuhTempo Pajak Daerah (Rp)
Pembayaran
Dengan ini :

I. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak
tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2x24
(dua kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini;

2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita
Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk
melaksanakan Penyitaan atas barang- barang milik Penanggung Pajak apabila dalam
jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;

3.  Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAMJANGKA
WAKTU 2x24 JAM SETELAHPEMBERITAHUAN SURAT

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PAKSA INL. Ditetapkan di Parepare,
pada tanggal .......cccovrrenen
PENAGIHAN PAJAK DILAKUKAN DENGAN
PENYITAAN KEPALA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KOTA PAREPARE,

SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK Pembetulan
/ SK Keberatan/ SK Putusan Banding

B. SURAT . ..



)

B. SURAT PAKSA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK DIKETAHUI
TEMPAT TINGGAL, TEMPAT USAHA DAN KEDUDUKANNYA.

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
PENGUMUMAN
NODROY sssssssssoussivssnvisesm s issmpassvsseesrussnosis
TENTANG

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YANG
TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGAL, TEMPAT USAHA, ATAU TEMPAT KEDUDUKANNYA

Dengan ini diberitahukan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak atas Wajib dengan rincian
sebagai berikut

No | Nama Wajib Pajak | NPWPD | Nomor Surat Tanggal Jumlah Utang
Paksa Surat Paksa Pajak (Rp)

Pemberitahuan Surat Paksa ini dilakukan melalui media massa dikarenakan Penanggung Pajak
tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya
Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak
tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2x24 (dua
kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini;

2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita
Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan
Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24
(dua kali dua puluh empat) jam SuratPaksa ini tidak dipenubhi;

3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi ............ccceeevrervssercsncnnnns

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

) TASMING HAMID

NURWANA



LAMPIRAN XIX

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

....................... ) cveeeeeen..Tahun......
Nomor Y serncsvsavmiETG
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Daerah
Kepada Yth.

Wali Kota Parepare
Dengan hormat,

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/ Kelebihan Pembayaran atas
SKPD*) Nomor .........cccceeeeenes tanggal .vsemanrssesssrs , kami mohon
dengan hormat kepada Wali Kota Parepare untuk membayar Kelebihan
Pembayaran atas:

..................................................................

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Daerah sejumlah Rp ............ s T, ) dengan alas an

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................

Demikian agar kiranya dapat dikabulkan dan kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami

Pemohon,

WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD

l\;_’ TASMING HAMID

’
NURWANA



